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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PELA YANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN UKL-UPL 
DI DINAS LINGKUNGAN IIIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Dewi Santie 
Je"" i hut bun82 (ll)gmai I . co n1 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelayanan 
Perijinan Dokumen (AMDAL dan UKL_UPL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito 
Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
teknik purposive. Metode pengambilan data yaitu dengan metode wawancara untuk 
mendapat infonnasi dari berbagai informan terpilih dari Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku 
usaha yang mengI.L"..!S Izin Lingkungan. Menggunaka11 sumber data sekunder dan data primer 
melalui wawancara ke beberapa informan terpilih yang memiliki kaitan dalam proses 
perijinan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelayanan dokumen 
(AMDAL dan UKL-UPL) sampai keluarnya Izin Lingkungan cukup efektif, faktor yang 
mengbambat bukan dari internal Dinas Lingkungan Hidup (SDM, Struktur Organisasi), 
melainkan dari pihak pelaku usaha yang mengurus terkait kelengkapan dalam memenuhi 
dokumen dan data-data kelengkapan administrasi, serta dana. Faktor penunjang yang 
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan Hidup 
antara lain <lanai anggaran untuk pelatihan SDM, sarana dan prasarana seperti aula 
pertemuan, meja-kursi, komputer, alat tulis kantor (A TK), sound sistem, ruang penyimpanan 
dokumen. Hal-ha! yang perlu dilakukan adalab terpenubinya laboratorium yang terakreditasi, 
penyelesaian sekaligus pengajuan draf Peraturan Bupati untuk penentuan substansi jenis 
kegiatanlusaba dalam pengurusan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta peningkatan 
koordinasi antar instansi, ke provinsi bahkan pusat. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Perijinan 
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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF DOCUMENT LICENSING SERVICES (AMDAL AND 
UKL UPL) IN THE ENVIRONMENTAL SERVICE OF EAST BARITO REGENCY, 

CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE 

Dewi Santie 
dev.'i hut bun 8 2(Zi! gin ai I .co ni 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This research attempts to know and analyze the Effectiveness of Document Licensing 
Services (AMDAL and UKL~UPL) in the Environmental Service of East Barito Regency, 
Central Kalimantan Province. This research is a qualitative research with a purposive 
technique. The method of data collection is the interview method to get infonnation from 
various selected informants from the Environmental Service and business actors who manage 
EnvirorJTI.enta! L.izer..sy. l.Jsing secondary data arid primary data sources through interviews 
with selected informants who have links in the environmental licensing process. The results 
of the research show that the document service process (AMDAL and UKL-UPL) until the 
issuance of the Environmental Permit is quite effective, the inhibiting factor is not from the 
Envirorunental Office (Human Resuarce, Organizational Structure) internally, but from the 
business actors who deal with the completeness in fulfilling the documents and administrative 
completeness data, as weil as funds. Supporting factors needed to improve the effectiveness 
of licensing services in the Envirorunental Service include funds I budgets for Human 
Resuarce training, facilities and infrastructure such as meeting halls, table-chairs, computers, 
office stationery, sound systems, document storage rooms. The things that need to be done 
are the fulfillment of an accredited laboratories, the completion and submission of draft 
Regent Regulations for determining the substance of the type of activity I business in the 
management of AMDAL and UKL-UPL Documents aswell as increasing coordination 
between agencies, provinces and even centers. 

Keyword : Effectiveness, Licensing Senrices 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian dapat diuraikan 

menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten 

Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dan mengetahui efektivitas pelayanan publik Dokumen 

Perijinan (AMDAL dan UKL-UPL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Barito Timur, sebelumnya akan dijelaskan mengenai Kabupaten Barito Timur 

yang merupakan wilayah dimana lokasi penelitian ini dilaksanakan, dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang 

terletak di bagian paling timur Provinsi Kalimantan Tengah dan berada 

pada posisi geografis I 0 38' 38, I "LS - 2°2334,2"LS dan 114°56' 15" BT -

115°26'3 l ,3' 'BT. Wilayah kabupaten ini, seluruhnya merupakan wilayah 

daratan dan tidak merniliki kawasan pesisir dan laut, berbatasan dengan 

kabupaten tetangga yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Barito Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, 

Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan. 

48 
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Kabupaten Barito Timur secara administrasi memiliki tuas 3.834 

km2 atau 383.400 Ha dengan cakupan wilayah terdiri dari 10 (sepuluh) 

kecamatan dan terbagi menjadi 103 desa/kelurahan, tennasuk Unit 

Pemukiman Transmigrasi (UPT). Secara lebih jelasnya mengenai 

wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur dapat ditihat pada 

Tabel 4.1. Tabet Luas Wilayah Menurut Kecamatan, sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan 

Kecamatan Luas (kml) Persentase (%) 
I 2 3 

01. Benua Lima 258,00 6,73 
02. Dusun Timur 867,70 22,63 
03. Paju Epat 664,30 17,33 
04. Awang 203,00 5,29 
05. Patangkep Tutui 255,00 6,65 
06. Dusun Tengah 371,00 9,68 
07. Raren Batuah 186,00 4,85 
08. PaJm 272,00 7,09 
09.KarusenJanang 178,00 4,64 
10. Pematang Karau 579,00 15,10 
BARITO TIMUR 3.834,00 100,00 

Data BPS Kah. Bari to Timur Tahun 2017 

Kabupaten Barito Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah memit iki luas 

3.834 km2 (atau 2,50 % dari tuas Provinsi Kalimantan Tengah : 153.564 

km2
), menduduki urutan ke-12 ( dua betas) terluas dari 14 kabupaten/kota 

di witayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jarak sekitar 418 km dari 

Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. 
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so 

Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Paju Epat merupakan 

kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km2 dan 664,30 km2 yang bila 

dijumlahkan, luasnya mencapai 39,96% dari seluruh wi layah Barito 

Timur. 

Gambar 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan 

• 010. Benua Lima 
021. Paju Epat 

• 040. Patangkep Tutui 

051. Raren Batuah 
053. KarusenJanang 

• 020. Dusun Timur 

• 030. Awang 
050. Dusun Tengah 

052. Paku 
060. Pematang Karau 

(Sumber · RfRW Kobiqxuen Bartto 7imur 2011-203/) 

Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50-1 OOm 

diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar 

wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, kecuali sebagian wilayah 

Kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan 

daerah perbukitan.Berdasarkan kelerengan pada umumnya merupakan 

dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 - 2o/o, 2 - 15% dan J 5 

- 40 %. Wilayah dengan kemiringan 0 - 2% lebih banyak dijumpai di sisi 

barat, sedangkan wilayah dcngan kemiringan 2 - 15% dan 15 - 40% 

masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara 

hingga selatan. 
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Wilayah Kabupaten Timur dapat digambarkan dalam bentuk peta, 

sebagai berikut : 

Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Barito Timur 

......... .......... .. 

......... .. 

---

---

\ 

......... 
... n1MU' l9' 

.,.,.-.",._,.....,.,1.,d1 
... ftf'o- ..... .,AtMUf1• 

(Sumber: RTRW Kabupaten Barito 77mur 201 /-20J/) 

i 

..,. ______ ......, ....... ....- -

...... _,.., ........... ~j­............... ,_. 
'" ...... " ....... 

... . ......... w. ... 

. .... ,_.,._ .. , .... .. . ......... .. - .... . ·- .. 

•t•_.,. ....... 

-
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Potensi Sumber Daya Alam yang ada di wilayah Kabupaten Barito 

Timur terdiri dari potensi pertambangan, potensi pariwisata, potensi hutan, 

potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, dan potensi 

perikanan. Adapun jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Barito Timur 

terdiri dari pertarnbangan batubara dengan luas kawasan 60.291 ,27 Ha 

tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Dusun Timur seluas 

5.368,95 Ha, Kecamatan Patangkep Tutui seluas 20.140,58 Ha, Kecamatan 

Awang seluas 19.836,95 Ha dan Kecamatan Dusun Tengah seluas 

14.944,79 Ha, dan bahan gal ian C seperti pasir kuarsa sebesar 266,42 juta 

m3 yang tersebar di Kecamatan Dusun Timur, Dusun Tengah, Pematang 

Karau dan Patangkep Tutui. Pertambangan lempung sebesar 137,8 juta m3
, 

yang tersebar di Kecamatan Dusun Timur, Dusun Tengah, Awang dan 

Patangkep Tutui. Pertambangan batu kapur sebesar 233,75 juta m3
, yang 

tersebar di Kecamatan Dusun Tengah, Awang dan Patangkep Tutui. 

Pertambangan Kaolin sebesar 192,3 ribu m3 yang tersebar di Kecamatan 

Dusun Timur dan Pematang Karau. 

2. Visi dan Misi Pemerintah Daerab Kabupaten Barito Timur 

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Barito 

Timur pada masa Ialu dan saat ini, perkembangan lingkungan strategis yang 

dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal 

dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta 

Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pernbangunan Kabupaten Barito Timur 
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Tahun 2008-2028 yang tertuang pada dokumen RPJPD (Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Barito Timur, adalah : 

"BARITO TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN 

BERKELANJUTAN". 

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 

yang diarahkan pada pcncapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang 

dalam Pembukaan UUD 1945. 

Mewujudkan Visi pernbangunan tersebut ditempuh melalui 6 

(enam) Misi pembangunan Kabupaten Barito Timur sebagai berikut: 

( 1) Meningkatkan Perekonomian Rakyat, dengan mengutamakan sektor 

pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud 

perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 

(2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan yang terencana agar tercipta produktivitas 

penduduk yang tinggi dan lndeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Barito Timur yang semakin meningkat. Pembangunan sumber daya 

manusia disamping meningkatkan kompetensi juga meningkatkan 

derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai cerminan kemampuan 

penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Peningkatan kualitas SDM tersebut di atas selain menguasai IPTEK 

harus pula dilandasi dan dibentengi oleh iman dan taqwa (IMT AQ). 
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(3) Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, 

Keamanan serta Ketertiban. Agar terwujud masyarakat Kabupaten 

Barito Timur yang bennoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing 

tinggi. Meningkatkan daya saing melalui pcningkatan harkat, martabat, 

dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan 

gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui 

penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban mcnuju tcrciptanya 

Kabupaten Barito Timur yang aman, damai, bersatu secara 

berkelanjutan. 

(4) Memacu Pembangunan Jnfrastruktur. Agar terjamin kelancaran arus 

barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Barito 

Timur secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan 

kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, irigasi, pennukiman, listrik dan 

air bersih, akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor 

menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Timur. 

(5) Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan Menjaga 

Keseimbangan antara Pemanfaatan dan Keberlanjutan SDA dan 

Lingkungan Hidup. Dengan tetap menjaga fungsi , daya dukung dan 

kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan 

datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan 

untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya 

konservasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam (SOA) dan 

lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan 

hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan 
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dan kenyamanan kehidupan, pemeliharaan dan pemanfaatan 

keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 

(6) Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan. Agar terwujud tata 

pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan 

otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan 

pelayanan prima kepada masyarakat, schingga pclaksanaan otonomi 

daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari 

tata pernerintahan yang baik dan bersih. 

Visi dan Misi tersebut di atas, diharapkan terwujud Masyarakat 

yang "Maju, Sejahtera" secara ekonomi dan non ekonomi melalui 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta rnemiliki iman dan taqwa 

(lMT AQ) untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, kreatif, sanggup 

bersaing dalam globalisasi di berbagai bidang, yang tercermin pada 

kemampuan daerah dalam menyediakan sandang, pangan dan papan, serta 

toleransi, interaksi, dan budaya yang sehat sebagai jati diri daerah. 

Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah "Gumi Jari Janang 

Kalalawah" yang artinya : Daerah Yang Subur Makmur Dan Sejahtera 

Untuk Selama-Lamanya. 

3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 

Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito 

Timur dijelaskan dalarn bentuk bagan dan uraian tugas dan fungsi di Dinas 

lingkungan Hidup. 
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Kepala Dinas Ljngkungan Hidup mernpunyai tugas mem1mp1n, 

merencanakan, merumuskan kebijakan, menetapkan program kerja dan tata 

kerja, menata administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

rnengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup, 

bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas, Pengawasan 

dan pembinaan pelaksanaan tugas, Perumusan kebijakan teknis di bidang 

lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Bupati/pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Sekretariat 

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Sekretaris yang 

berkedudukan dibawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang 

mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola dan 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan rnelaporkan urusan 

Umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan perlengkapan di 

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

a) Sub Bagian Umurn clan Kepegawaian 

Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawab dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris yang memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, 

melaksanakan, membagi tugas, mengawasi, melaksanakan urusan 

administrasi kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup meliputi 

layanan adminstrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut 
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Kepangkatan (DU), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, 

tunjangan anak atau keluarga, ASKES, Taspen, Taperum, Pensiun, 

membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijasah, 

usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan pcnilaian angka 

kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, 

membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku., 

membuat konsep pemberian izin nikah dan ccrai, mcrnbuat usulan 

pemberhentian dan pengangkatan, perpindahan atau mutasi dalam 

jabatan, melaksanakan pengelolaan saran kinerja pegawai (SKP) dan 

melaporkan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Skerataris Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Barito Timur. 

b) Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan 

Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawab dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris yang memiliki tugas pokok 

merencanakan kegiatan Menyusun rencana kegiatan urusan perencanaan 

dan perlengkapan, Mengumpulkan bahan RPJPD, RP JMD dan RKPD 

dalam Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampab dan 

Limbah Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran clan 

Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD 

dan RKPD Kabupaten; penyusunan rencana stategis dan rcncana kinerja 

tahunan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Melaksanakn pcnyusunan 

rcncanan strategis (RENSTRA) dan rencana Kinerja (RENJA) tahunan 
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dari masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup; Menghimpun 

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan, 

membagi tugas, mengawasi dan melaporkan dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Dinas J,ingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

c) Sub Bagian Kcuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Sekretaris yang memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, 

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat 

Penatausahaan keuangan, membagi tugas dan meneliti kelengkapan SPP­

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, verifikasi SPP, menyiapkan SPM 

gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai, 

mengawasi dan melaporkan, menyelenggarakan akuntansi keuangan 

yang meliputi akutansi penerimaan kas, akutansi pengeluaran kas, 

akutansi aset tetap dan akutansi selain kas, menyusun laporan realisasi 

anggaran setiap bulan/triwulan, melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Skeretaris Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Barito Timur. 

3. Bidang I, Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalarn melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 
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Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalarn mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, 

mengkoordinasikan kegiatan di bi dang Tata Lingkungan, tugas pelayanan 

administratif, penyusunan rencana kerja dan kcgiatan secara terpadu. 

Perumusan kerangka kebijaksanaan data dan informasi sumber daya alam; 

Penyusunan dokumen RPPLH; Penentuan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; Pcnyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup; 

Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

Penyusunan kajian lingkungan strategis kabupaten; Koordinasi penyusunan 

instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 

Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH); 

Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; Perencanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; Serta melaporkan ke Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup. 

a) Scksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS 

Seksi lnventarisasi RPPLH dan KLHS dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Tata Lingkungan. Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan Inventarisasi 

data dan informasi sumber daya alam; Penyusunan dokumen RPPLH, 

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPPLH (Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); Pelaksanaan urusan pemuatan 

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 

dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM 
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(Rencana Pembangunan jangka Menengah); Penentuan dan dan 

penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan dan daya tampung 

lingkungan hidup; Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi 

lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau. mekanisme insentif disinsentif, 

pendanaan lingkungan hidup); Pelaksanaan penyusunan NSDA dan LH; 

Pelaksanaan penyusunan SLHD, lndeks Kualita< Lingkungan Hidup dan 

KLHS; Pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan dan evaluasi 

penyelenggaraan KLHS, serta bahan perencanaan program dan kebijakan 

teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Inventarisasi 

RPPLH dan KLHS dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. 

b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi Kajian Dampak Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata 

Lingkungan. 

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunya1 tugas 

pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan 

program dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi rencana 

kerja operasional, Penyusunan dan pelaksanaan urusan pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Melaksanakan 

koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan Iingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit 

Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan SPPL); 

Melaksanakan penilaian terhadap dokumen Iingkungan hidup (Amdal, 
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UKL-UPL clan SPPL); clan Melaksanakan penyusunan tim kajian 

dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar 

dan Konsultan). Pelaporan rencana teknis di bidang tata lingkungan; serta 

pelaksanaan urusan pencegahan pcnccmaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

l) Jabatan Fungsional Umum Seksi Kajian Dampak Lingkungan: 

Penclaah Dampak Lingkungan 

a. Jabatan penelaah dampak lingkungan berkedudukan di bawab 

clan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kajian Dampak 

Lingkungan yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan 

pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk 

menyimpulkan dan menyusun rckomendasi serta menganalisa 

obyek kerja terkait lingkungan hidup sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan 

lancar. 

b. Dalam rnelaksanakan tugas sebagiroana dimaksud pada ayat 

(I) jabatan penelaah dampak lingkungan mempunyai uraian 

tugas yaitu : Mengetik rencana kerja anggaran dan petunjuk 

teknis kegiatan seksi kaj ian dampak lingkungan hidup sesuai 

dengan arahan atasan agar didapatkan hasil kerja yang benar. 

Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan konsultasi/ 

koordinasi penyusunan instrumen dalam rangka pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, 
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UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, 

Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan SPPL). 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian/pemeriksaan 

terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL 

clan SPPL). Membuat susunan tim kajian dokumen 

lingkungan hidup yang transparan sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menyiapkan 

bahan untuk proses izin lingkungan. Menyiapkan bahan dan 

membuat laporan untuk kegiatan penerapan/pelaksanaan 

dokumen lingkungan hidup oleh pemilik usaha/kegiatan yang 

wajib memiliki dokumen lingkungan hidup. 

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan : 

a. Jabatan pengelola dokumen mengenai dampak lingkungan 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Seksi Kajian Darnpak Lingkungan yang memiliki 

tugas untuk melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi 

penyiapan bahan, koordinasi clan penyusunan laporan terkait 

dokumen mengenai dampak lingkungan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar. 
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b. Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat 

( 1) jabatan pengelola dokumen mengenai dampak lingkungan 

mempunyai uraian tugas yaitu: 

1) Membuat dan menyiapkan dokumen, surat menyurat 

terkait kegiatan seksi kajian dampak lingkungan. 

2) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen 

AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dimiliki oleh pelaku 

usaha kegiatan. 

3) Mencari data dan informasi terkait penyusunan 

dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL sesuai dengan 

arahan atasan agar terlaksananya penyusunan bahan yang 

baik. 

4) Mcmbuat laporan kegiatan dan berita acara hasil 

kegiatan lapangan sesuai dengan peraturan Perundang­

Undangan yang berlaku agar tersedianya hasil kerja yang 

benar. 

5) Menerima dan menyimpan surat serta dokumen lainnya 

sesuai prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan 

perundang - undangan; 

6) Menyusun dan mengarsipkan dalam file/odner berkas 

sesuai denganjenis dokumen kegiatan. 

7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 
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c) Seksi Pemelihardall Lingkungan Hid up 

Sub Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipirnpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan. 

Kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 

pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan 

teknis, pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan 

upaya mitigasi clan adaptasi perubahan iklim, perencanaan konservasi 

keanekaragaman hayati, penetapan kebijakan dan pelaksanaan 

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan 

keanekaragaman hayati serta pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan hidup. 

4. Bidang II, Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

Bidang Kebersihan, Pengclolaan Sampah dan Limbah Berbahaya 

dan Beracun dipimpin oleh Kepala bidang yang melaksanakan tugasnya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Barito 'fimur. Mempunyai tugai; pokok membantu Kepala 

Dinas dalam persiapan perumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan 

kegiatan dibidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup, tugas pelayanan administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan 

sccara terpadu. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengelola 

kebersihan, pelaksanaan pengawasan dan pcngendalian pelaksanaan program 

dan pctunjuk teknis pengelolaan kebersihan, koordinasi dan kerjasama 

dengan lembaga dan instansi lain tentang urusan pengelolaan kebersihan, 
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penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan 

target pengurangan sampah dan priorita<> jenis sampah untuk setiap kurun 

waktu tertentu, perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, 

pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, 

pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu 

diurai oleh proses alam, pembinaan dan penyedian fasilitas pendaur ulangan 

sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan 

akhir sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, 

penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah, pengawasan terhadap 

tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, 

penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, 

pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan 

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan 

sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, 

pcrumusan kebijakan pembinaan clan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), pelaksanaan 

pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu 

daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, 

pelaksanaan perizinan pengangkutan, penimbunan, Limbah 83 menggunakan 

alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, 

pelaksanaan perizinan penguburan limbah 83 medis, dan pemantauan dan 

pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan clan 

penimbunan limbah B3. 
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a) Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah 

Seksi Pengurangan Sampah dan Pemanfaatan Sampah, dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di 

bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program 

dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dcngan 

kegiatan seksi. 

b) Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Lim bah 83 

Seksi Pengawasan dan Pengelolaan l,imbah 83 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun; Mempunyai tugas pokok dalam 

penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis, pelaksanaan 

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seksi. 

c) Seksi Penanganan dan Pengelolaan Sampah 

Seksi Penanganan Sampah dan Pengelolaan Sampah, dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusak.an Lingkungan Hidup; 

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program 

dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan seksi. 
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5. Bidang lll, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

llidup dipimpin oleh Kepala bidang yang melaksanakan tugas nya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinac; Lingkungan Hidup 

Kabupaten Barito Timur. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

dalam persiapan perumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan 

kegiatan di bidang penataan Hukum dan Peningkatan Kapac;itas Lingkungan 

Hidup, tugas pelayanan administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan 

secara terpadu Pelaksanaan pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas 

udar~ pemantauan kualitas tanah, pesisir dan taut, penentuan baku mutu 

lingkungan, sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), 

pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; penanggulangan 

pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber 

pencemar institusi dan non institusi; pemulihan pencemaran (pembersihan, 

remidiasi, rehabi1itasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non 

institusi, pcnentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistem 

informasi kondisi, potensi dampak clan pemberian peringatan akan 

pcncemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, 

penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi clan 

non institusi, pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan 

non institusi, pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasi] evaluasi 

sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan kriteria baku 

kerusakan lingkungan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan 

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan 
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lingkungan, dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi 

dan restorasi) kerusakan lingkungan. 

a) Scksi Pemantauan Kualitas Lingkungan 

Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam pclaksanaan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian 

Pencernaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Mempunyai tugas pokok 

dalam penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis, 

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seksi. 

b) Seksi Pengendalian Pencemaran I.ingkungan 

Seksi Pengendalian Pencernaran Lingkungan, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

Mempunyai tuga.;; pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program 

dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan seksi. 

c) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

Seksi Pengendalian Kerusakan l,ingkungan, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program 
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dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan seksi. 

6. Bidang IV, Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 
Hid up 

Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dipimpin oleh Kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Barito Timur. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

dalam persiapan perumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan 

kegiatan dihidang penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup, tugas pelayanan administratif, penyusunan rencana kerja dan kegiatan 

secara terpadu. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan 

dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pcngaduan 

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan clan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas 

pengaduan, penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan, 

bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut 

pengaduan, penyelesaian scngkcta lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan, sosialisasi tata cara pengaduan, pengembangan 

sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan 

yang tidak scsuai dengan izin Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA (Masyarakat Hutan Adat) terkait 

dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah 
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ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional clan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA 

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, pernbentukan panitia 

pengakuan masyarakat hukum adat, penyusunan data dan informasi profil 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pcnyusunan kebijakan peningkatan 

kapasitas, Penyiapan sarpras, pelaksanaan fasilitasi kerjasarna dan 

pemberdayaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan 

dan pendampingan, terhadap MHA (Masyarakat Hutan Adat), kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyusunan kebijakan 

pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengawasan 

terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan, pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil 

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah, pembentukan tim koordinasi dan monitoring 

penegakan hukum lingkungan, pelaksanaan penegakan hukum atas 

pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidikan 

perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan 

penanganan hokum pidana secara terpadu, melakukan Evaluasi terhadap 

Kelengkapan pertJtnan Pelaku usaha kegiatan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan kegiatan peningkatan peringkat Kinerja seperti PROPER 
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atau bentuk yang lain, menyelenggarakan penyusunan SOP Perizinan 

lingkungan, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis dibidang pcrizinan 

dan pelaporan lingkungan hidup, pengumpulan bahan dan data tenang 

pelaksanaan tugas perizinan dan pelaporan, menyelenggarakan kegiatan 

perizinan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungang Hidup (PPLH ), 

pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lii, pengembangan metode 

diktat dan penyuluhan LH, dukungan program pemberian penghargaan 

tingkat provinsi dan nasional. 

a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan 

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa J ,ingkungan, 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

berada dibawab dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 

Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

Mempunyai tugas pokok dalarn penyiapan bahan perencanaan program 

dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kcgiatan seksi. 

b) Seksi Evaluasi, Perijinan clan Penegakan Hukum 

Seksi Evaluasi, Perijinan dan Penegakan Hukum, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang Penaatan 

Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; Mempunyai 

tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program dan kebijakan 

teknis, pclaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan seksi. 

43743.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



73 

c) Seksi Penyuluhan clan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Seksi Penyuluhan dan Peningk.atan Kapasitas Lingkungan Hidup, 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 

Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perencanaan program 

dan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan seksi. 

Sumber : (SK Bupati Kabupaten Batito Timur No. Tahun 2018 Tentang 
Uraian Tugas Dinas Lingkungan Jiidup Kabupaten Barito Timur) 
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B. Hasil Peoelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, yaitu dengan menggunakan 

metode pcnclitian kualitatif melalui olah data proses administrasi Dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL serta metode wawancara langsung ke Kepala Dinas 

dan Bidang yang menangani masalah Jzin Lingkungan, yaitu Bidang Tata 

LingkWlgan, Seksi Kajian Dampak Lingkungan serta Pelaku Usaha/ Jcnis 

Kegiatan yang mengurus perijinan dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan 

Ilidup Kabupaten Barito Timur sampai dengan Tahun 2018. Dalam tahap ini, 

pada saat pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

informan yang telah ditentukan. 

Informasi yang dibuat adalah informasi yang didapat dari wawancara 

informan terpilih, dengan alasan pihak bersangkutan yang mempunyai 

informasi, memiliki wewenang, tugas dan fungsi, melayani di bidang 

perijinan dokumen lingkungan. Selain informasi yang didapat dari Dinas 

Lingkungan Hidup juga diperlukan infonnasi yang seimbang atau bersifat 

netral, yaitu beberapa pelaku usaha yang sudah mengurus dokumen 

lingkWlgan ke Dinas LingkWlgan Hidup selama 2 (dua) tahWl terakhir, yang 

diwakili I (satu) dari pelaku usaha yang bergerak di perkebunan Sawit clan 

satunya dari perusahaan Pertambangan Batubara. Untuk lebih rincinya di 

bawah ini peneliti akan menguraikan data mengenai informan penelitian yang 

memberikan penjelasan berupa data maupun informasi yang dipcrlukan pada 

saat melaksanakan wawancara, antara lain : 
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Tabel 4.2 Informan Penelitian 

Nomor Dinas Lingkungan Hidup Keterangan 

I. Kadis Sekaligus Ketua KP A 
2. Kabid 1'ata Lingkungan Sekaligus Sekretaris 

KPA 
3. Kepala Seksi Kajian Dampak Sekaligus Ketua Tim 

Lingkungan Sekretariat AMDAI. 
4. Staf Seksi Kajian Dampak I Orang PNS 

Lingkungan/petugas/anggota Tim 
Sekretariat KP A 

Nomor Pelaku Usaha Keterangan 

5. PT. Sawit Graha Manunggal (SGM) Yang mengurus Izin 
Lingkungan data 2 
Tahun terakhir dari 
Perusahaan 
Perkebunan kelapa 
Sawit (2017) 

6. PT. Senamas Energindo Mineral Yang men gurus Izin 
Lingkungan data 2 

(SEM) Tahun terakhir dari 
Perusahaan 
Pertarnbanoan(2018) 

Hasil dari wawancara serta olah data dengan melakukan inventarisir 

Dokumen AMDAL dan UKL-UPL untuk proses administrasi dalam 

pengaJuan dokwnen Izin Lingkungan, diperoleh basil penelitian terkait 

efektivitas pelayanan perijinan dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 

Lingkungan Hidup, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan perijinan Dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito 

Timur diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang memuat berbagai 

penjelasan oleh infonnan serta dapat dilihat dari Tabet Data Pelaku 
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Usaha/Jenis Kegiatan yang mengurus per1J1nan dokumen lingkungan, /,og 

Book, Bagan/ Alir Pengurusan Perijinan di Wilayah Kabupaten Barito Timur 

yang terlampir pada lampiran sebagai data pendukung. 

Sebelumnya pada Bab Pendahuluan, bagiaa latar belakang masalah 

dapat dilihat pada Kabupaten Barito Timur ada 167 perusahaan atau pelaku 

usaha yang mengajukan perijinan ke Dinas l,ingkungan Hidup dari tahun 

20!0 sampai sekarang tahun 2018. Pada label dapat dilihat ada 79 atau 47,3 

o/o kegiatan/ jenis usaha yang telah memiliki SK Kelayakan. 57 atau 34, 1 % 

kegiatan/ jenis usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan. Sisanya ada 31 

atau 18,6 o/o kegiatan/ jenis usaha yang belum memiliki lzin Lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal I 0 September 2018 dengan 

lnforman 1, dapat diketahui alasan terjadi demikian adalah menurut Informan 

I: 

"Pertama perusahaan kekurangan dana, belum merasa perlu melakukan 
kegiatan/ produksi sehingga ada penundaan <lulu, atau ada kendala lain 
seperti gangguan sosial : permasalahan dengan masyarakat. terkendala 
lahan, tidak mendapat dukungan dari masyarakat sekitar lahan tempat 
melakukan Izin usaha pada saat melaksanakan sosialisasi, dll". 
(Wll,YS). 

Kemudian wawancara dengan Informan 2, pada Tanggal 03 

September 2018, sebagai berikut : 

"Hal tersebut karena dari pihak perusahaan sendiri yang tidak mengurus, 
k.arena berhenti di dokumen KA (Kerangka Acuan) ANDAL, bisa terkait 
masalah biaya pembuatan dokwnen dengan pihak konsultan, ataupun ada 
kontlik intern dalam perusahaan itu sendiri, sehingga tidak diteruskan". 
(W12,YH). 

Lebih terperinci lagi dijelaskan pada basil wawancara oleh 

lnformaa 3 pada Taaggal 13 September 2018, yaitu: 
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"Biasanya perusahaan tidak beroperasi atau stagnan, sehingga baru 
mengurus sampai KA (Kerangka Acuan) ANDAL yang hanya berlaku 
selama 3 Tahun dan jika lewat, pihak perusahaan/pemrakarsa wajib 
membuat ulang dokumen. Sedangkan Dokwnen AMDAL dan UKL-UPL 
yang telah dibuat sebelum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang tennuat pada BAB 
IX Ketentuan Penutup, Pasal 73 yang tertulis "Dokumen Lingkungan 
yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai lzin 
Lingkungan" (WJ3,Vr) 

Dari hasil ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 I 

pelaku usaha yang tidak atau belum memiliki Izin Lingkungan, hal tersebut 

dikarenakan dari kelalaian ataupun memang belum melanjutkan pengurusan 

dokwnen lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 

dengan berbagai alasan seperti yang telah diungkapkan dalam wawancara 

antara lain perusahaan tidak beroperasi, tidak meneruskan usaha karena 

terkendala dana, pennasalahan sosial dengan masyarakat, konflik lahan, 

maupun masalah intern di perusahaan/ pelaku usaha, sehingga dapat 

disimpulkan pennasalahan tersebut dapat diketahui bukan karena adanya 

kendala selama pengurusan/ proses pelayanan pen_11nan dokumen lzin 

Lingkungan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. 

Tingkat efektivitas pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-

UPL berdasarkan hasil wawancard dengan Informan 4 pada Tanggal 18 

September 2018, yaitu: 

"Mcnurut Saya pelayanan perijinan di DLH sudah cukup efektif, 
dapat dilihat pada l<Jg book serta bagan/ alur pengurusan perijinan, 
namun biasanya kendalanya yang sering terjadi adalah pada waktu 
penyusunan dokumen yang dilakukan oleh tim ahli atau tim 
konsultan yang khusus untuk membantu pihak pemrakarsa/ pelaku 
usaha, yang agak lama dan sering memakan waktu. Tetapi, 
semuanya dapat diatasi selama proses penilaian Dokumen AMDAL 
tetap berjalan, pihak pemrakarsa/pelaku usaha tetap memenuhi 
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kelengkapan dokumen serta kajian lingkungan yang 
diperlukan."(Wl4,ER). 

Selain dari hasil wawancara di atas, Infonnan 4 juga secara terperinci 

menjelaskan melalui pengisian log book dan olah data pada lampiran 6 dapat 

dijelaskan, bahwa dari 2 (dua) pelaku usaha yang terpilih sebagai sumber data 

dan informan. yaitu dari pelaku usaha yang telah mengurus Dokumen Izin 

Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, pertama yaitu Pelaku usaha yang 

bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit adalah PT. Sawit Graha 

Manunggal yang telah mengurus pada Tahun 2017, telah mengajukan 

dokumen dari Tanggal 10 Maret 2017, kemudian dokumen dilakukan 

verifikasi oleh tim uji administrasi yaitu Tim sekretariat AMDAL sampai 

dinilai dokumen Tanggal 10 April 2017, setelah lolos uji verifikasi 

dilanjutkan kegiatan proses penilaian pada pelaksanaan rapat dengan 

mengundang pemrakarsa, Tim sekretariat, Tim Teknis, masyarakat, dinas 

terkait untuk perbaikan dokumen ANDAL (Analisis Darnpak Lingkungan), 

RKL-RPJ, (Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan 

Lingkungan) sehingga diperoleh hasil akhir penilaian ANDAL, RKL-RPL 

dari TIM Teknis ke Ketua KPA (Komisi Penilai AMDAL) pada Tanggal 26 

April 2017, sarnpai dinilai layak memperoleh SKKL (Surat Keputusan 

Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan pada Tanggal 20 Juni Tahun 

2017. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk memperoleh lzin Lingkungan untuk 

PT. Sa wit Graha Manunggal dan 2 bulan untuk PT. Senamas Energindo 

Mineral, yaitu pelaku usaha yang bergerak di pertambangan batubara yang 

baru mengurus di tahun 2018 ini. Dimana PT. Senamas Energindo Mineral 

mulai mengajukan dokumen ANDAL, RKL-RPL untuk pengajuan IL (lzin 
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Lingkungan) pada Tanggal 17 Januari 2018, berkas diterima untuk UJI 

administrasi, perbaikan dan dilengkapi administrasi kemudian dinilai oleh 

Tim T eknis dan KPA pada T anggal 05 F ebruari 2018, pelaksanaan rapat dan 

penandatangan BA (Berita Acara) Rapat oleh Tim Teknis dan KPA, 

selanjutnya dokumen diperbaiki kemudian diverifikasi hasil perbaikan pada 

Tanggal 08 Februari 2018, sehingga diperoleh rekomendasi untuk 

mendapatkan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, schingga 

keluarnya lzin Lingkungan pada Tanggal 09 Februari 2018. Menurut basil 

wawancara dengan pelaku usaha, yaitu dengan informan 5, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat efektivitas proses pelayanan perijinan dokumen di 

Dinas Lingkungan Hidup cukup cepat dan efektif secara waktu atau tidak 

melebihi batas waktu pengurusan dokumen Izin Lingkungan yang termuat 

pada Peraturan Menteri L.ingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 

Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen 

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Jzin l,ingkungan, I,ampiran I, Halaman 

11 sarnpai 13, adalah paling lama 125 hari. 

Berdasarkan basil wawancara juga diketahui selama proses 

administrasi pengurusan dokumen AMDAl, dan UKl~-lJPL, yaitu proses 

pelayanan perijinan untuk biaya jasa penilaian dokumen semua biaya 

ditanggung oleh pihak pemrakarsa. Has ii wawancara Hari Sen in, T anggal I 0 

September 2018 dengan lnfonnan I, yaitu: 

"Sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, dimana segala 
biaya yang diperlukan dalam proses perijinan lingkungan di 
tanggung oleh pihak pemrakarsa". (WII ,ER) 
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Dari pelaku usaha sendiri menyatakan pada hasil wawancara Hari 

Kamis, Tanggal 20 September 2018, yaitu: 

"Untuk pengurusan Izinnya tidak dipungut biaya Bu, hanya saja selama 
proses perijinan, pembuatan dokumen AMDAL, sosialisasi ke 
masyarakat, uji publik dan biaya makan-minum rapat dan uang 
transport itu semua ditanggung oleh pihak pemrakarsa".(WI5,HS) 

Pada Tabel 1.1 juga terdapat para pelaku usaha yang memiliki Izin 

Lingkungan berdasarkan proses perijinan dengan mengajukan DELH-DPLH 

(Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup - Dokumen Pengelolaan Lingkungan 

Hidup). Hal tersebut dapat terjadi dan merupakan fakta di lapangan karena 

berdasarkan basil evaluasi maupun inventarisasi di lapangan oleh petugas 

pengawas implementasi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yaitu di Bidang 

IV, Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, masih banyak usaha/ kegiatan 

yang telah memiliki Izin Usaha namun belum memiliki dokumen lingkungan 

hidup. Sehingga, proses perijinan dapat dilaksanakan dengan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: P. l 02/MENLHK/SETJEN/KUM. l/I 2/2016, Tentang 

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi lJsaha Dan/ A tau 

Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa infonnan diketahui 

proses pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan baik, 

salah satunya menurut informan 1 : 

"Karena setiap Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang masuk dan 
diurus cepat oleh pelaku usaha, proses administrasi lancar dan lulus oleh tim 
verifikasi di sekretariat dan selanj utnya dinilai oleh TIM KPA, maka proses 
keluarnya Izin Lingkunganjuga cepat." (Wil,YS). 
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Selanjutnya, masih menurut Informan l yang senng menghambat 

dalam proses perijinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 

adalah: 

"Ketidaksiapan dokurnen pemohon, termasuk data-data yang diminta 
pada proses administrasi pemohon, selanjutnya pada saat investigasi atau 
verifikasi data di lapangan banyak perusahaan yang belum memiliki kantor 
yang tetap atau susah dicari."(WII, YS). 

Menurut informan 3 beberapa proses atau tahapan-tahapan yang perlu 

dilakukan para pelaku usaha dalam pengurusan perijinan lingkungan 

Ookumen AMOAJ. dan UKJ.-UPJ. di Oinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Barito Timur, yaitu : 

"Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan antara lain sesuai dengan 
SOP dan bagan/alur pengurusan dokurnen perijinan lingkungan pada 
PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana 
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta 
Penerbitan lzin Lingkungan, Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13, 
yaitu : 
- Pennohonan arahan kajian teknis (dalam bentuk koordinasi dan 

konsultasi); 
- Untuk Dokurnen AMOAL dan UKL-UPL, membuat dokumen 

Lingkungan (AMOAL) bisa dibantu oleh pihak ke-3 atau 
konsultan, LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan)/ perorangan 
yang bersertifikasi; 

- Presentasi/ mengajukan permohonan penilaian Dokumen 
(AMOAL-KA. ANOAL); 

- Keluarnya persetujuan, apabila telah disetujui oleh Kadis sekaligus 
Ketua KPA (Komisi Penilai AMOAL); 

- Penyusunan Dokurnen ANOAL dan RKL-RPL; 
- Pengajuan Penilaian oleh Pemrakarsa; 
- Jika tidak disetujui, maka dokumen ditolak (Tidak) dan jika 

disetujui (Ya) oleh Ketua KPA maka dikeluarkan rekomendasi; 
- Mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 
- Terakhir dikeluarkan Izin Lingkungan oleh Kepala 

Oaerah."(WI3,Vr). 

Berdasarkan basil wawancara dengan Infonnan 3 di Dinas 

Lingkungan Hidup, proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL clan UKL-
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UPL di Dinas Lingkungan Ilidup Kabupaten Barito Timur dapat dilihat 

melalui Bagan/alir pengurusan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta 

penerbitan Izin Lingkungannya yang terlampir pada I~ampiran. 5 dan 

berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibuat dan 

ditetapkan oleh 'l'im dan Ketua KPA (Komisi Penilai AMDAL) Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur pada Bulan Oktober 2017. 

SOP dibuat sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dimana 

Peraturan Pemerintah yang sebelumnya mengatur tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, durasi waktu yang diberikan kepada 

pemerintah untuk mcmproses suatu Dokumen AMDAL dan UKL-UPL 

adalah 125 hari kerja, dimana pada peraturan sebelumnya 180 hari kerja. 

Mengingat waktu yang diperlukan lebih singkat sehingga diperlukan suatu 

sistem dan mekanisme yang tertuang pada SOP agar proses penilaian 

Dokumen AMDAL yang termuat pada Bagan/ alir mekanisme pengurusan 

perijinan lingkwigan pada Peraturan Menteri Lingkwigan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 08 cfahwi 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan 

Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin 

Lingkwigan, Lampiran 1, Halaman 11 sampai 13. Mekanisme permohonan 

Izin Lingkwigan dan tata cara pengajuan Dokumen AMDAL, sebagai berikut: 
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a. Pihak pelaku usaha/ pemrakarsa mengajukan permohonan Izin 

Lingkungan serta penilaian dokumen kerangka acuan ke Dinas 

Lingkungan Ilidup; 

b. Sebelumnya pihak pemrakarsa juga wajib mengumumkan dan konsultasi 

publik/ sosialisasi ke masyarakat di sekitar kegiatan/usaha selama proses 

berjalan I 0 (sepuluh) hari kerja; 

c. Dokumen kerangka acuan ANDAL kemudian dinilai oleh sckrctariat 

KPA dan Tim Teknis untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua KPA 

(Kepala Dinas Lingkungan Hidup). 

d. Setelah mendapatkan persetujuan, pihak pemrakarsa menyusun Dokumen 

ANDAL, RKL-RPL unruk dasar mengajukan permohonan Izin 

Lingkungan dan proses penilaian Dokumen ANDAL & RKL-RPL 

Sekretariat KP A dan Tim T eknis KP A; 

e. KPA (Komisi Penilai AMDAL) mengumumkan permohonan Izin 

Lingkungan ke publik; 

f. Publik memberi saran masukan ke pemrakarsa melalui Sekretariat dan 

Tim Teknis KPA; 

g. Selanjutnya Dokumen ANDAL & RKL-RPL oleh KPA dinilai dokumen 

supaya sesuai dengan tata aturan penyusunan dokumen untuk diberikan 

rekomendasi oleh Ketua KPA. (Point c-g, memerlukan waktu 30 hari 

kerja dan 75 hari kerja). 

h. Bupati/ Kepala Daerah mengeluarkan Izin L,ingkungan setelah 

diterbitkan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) yang proses 
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penilaian Layak atau Tidak Layaknya dokumen dinilai dalam jangka 

waktu selama 10 hari kerja. 

Menurut pendapat pelaku usaha yang telah mengurus perijinan 

lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan basil wawancara yang 

telah dilaksanakan pada Tanggal Tanggal 20 September 2018 dan 25 

September 2018, antara lain : 

lnforman 5: "!ya Bu, prosesnyajadi mudah dipahami dan dilaksanakan 
karena sebelumnya sud.ah dijelaskan oleh petugas yang terkait dengan baik." 
(WIS, HS). 

Proses pelayanan lebih mudah dilaksanakan dan dipahami karena 

adanya kerjasarna yang baik, antara pelaku usaha yang mengurus proses 

perijinan lingkungan hidup dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Barito Timur. 

lnforman 6: "Benar Bu, Proses pelayanan Saya rasa sudah sesuai 
dengan prosedur yang berlaku dan sudah sesuai tahapannya."(Wl6,SI). 

Pelaku usaha dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan petugas 

yang menangani proses perijinan sehingga semua tahapan sudah sesuai 

prosedur yang berlaku dan persyaratan-persyaratan Izin Lingkungan sudah 

teqx:nuhi atau terintegrasi di dalam isi Dokumen AMDAL yang telah dibuat 

oleh pihak pemrakarsa/ pelaku usaha. 

2. U pay a Din as Lingkungao Hidup dalam rangka meningkatkan pelayanan 
perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat diketahui bahwa 

beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk 

meningkatkan pelayanan perijinan, antara lain: 
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Menurut Informan 1 berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 1 O 

September2018, yaitu: 

"Pertama-tama pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupatcn Barito Timur mendukung semua kegiatan/program 
yang memiliki tujuan bersama untuk kemajuan di Kabupaten Barito 
Timur, contohnya kemudahan dalam proses perijinan ini adalah 
dukungan pemerintah dalam program kegiatan tahunan, sehingga semua 
rencana/usaha di Kabupaten Bartim dapat terinventarisir dan memiliki 
Izin berusaha, salah satunya tujuan agar proses investasi yang masuk ke 
Bartim lebih mudah, para investor tidak terkendala dengan urusan 
administrasi yang ruwet." (Wll,YS) 

Pada wawancara selanjutnya, Infonnan 1 juga menambahkan : 

"Pennasalahan yang urnum terjadi instansi-instansi pemerintah 
adalah dalam hal pendanaan, karena yang diurus banyak, sehingga perlu 
ada skala prioritas dan terbagi-bagi dcngan rencana/program lain, bahkan 
banyak aspek penting lainnya. Sehingga, walaupun mulai awal tahun 
2017 tel ah ditetapkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, yang 
sebelurnnya hanya Badan Lingkungan Hidup, tetapi dana yang 
bertambah tidak terJalu signifikan. Tetapi, pelan-pelan pasti tetap 
dipikirkan dan diusahakan semua anggaran untuk ditambahkan sesuai 
keperluannya. Sehingga setiap Program/kegiatan disesuaikan dengan 
kebutuhan, disamping itu hams memperhatikan dana yang menjadi skala 
prioritas kegiatan. Untuk pelayanan perijinan sendiri tidak memerlukan 
dana karena untuk jasa penilaian ditanggung oleh pernrakarsa sesuai PP 
27 tahun 2012."(Wil,YS). 

Berdasarkan basil wawancara dengan lnforman 1, pemerintah 

Kabupaten Barito Timur mendukung setiap program/ kegiatan melalui dinas/ 

instansi terkait terutama menyangkut pelayanan publik. Penyaluran dana 

berupa anggaran APBD maupun dana dari pusat disalurkan berdasarkan skala 

prioritas. Untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri tidak mengalami hambatan 

dalam proses pelayanan perijinan lingkungan kepada pelaku usaha karena 

untuk proses administrasi serta jasa penilaian ditanggung oleh pihak 

pemrakarsa sesuai dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2012 

Tentang Izin Lingkungan yang termuat di Peraturan Menteri Lingkungan 
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Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana 

Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan 

lzin Lingkungan, pada BAB IV Pendanaan, pasal 30 sld 32. 

Menurut infonnan 2, upaya-upaya yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup dalam pcningkatan proses pelayanan Perijinan 

Lingkungan, yaitu : 

"Untuk tahun ini hanya ada dana untuk kegiatan monitoring dan 
pelaksanaan/penerapan dokumen lingkungan, yaitu sebesar Rp. 5.105.000,-. 
Dapat dibayangkan sangat minim, Mudah-mudahan ke depannya lagi dapat 
ditingkatkan. Untuk masalah terkait implementasi peraturan perijinan di 
daerah, adalah masih belum adanya Peraturan Bupati sebagai substansi dasar 
untuk mengatur tentang rencana data jenis usaha, yang wajib untuk UKL­
UPL, yang nantinya diharapkan pada Tahun 2019 terealisasi, sedangkan 
untuk penilaian Dokurnen AMDAL Kita diwajibkan mengikuti aturan pusat 
baik itu dari UU RI No.32 tentang Perlindnngan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, sampai dengan turunannya dan PP atau Peraturan Pemerintah lainnya. 
Sedangkan untuk bentuk dukungan yang diperlukan yaitu berupa dana di 
anggaran DLH, seperti kegiatan pengawasan serta verifikasi dan 
implementasi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di lapangan."(WI2,YH). 

Menurut Infonnan 2 (WI2, YH) karena terkendala dana, pada saat 

kegiatan monitoring dan tinjauan lapangan pad.a saat verifikasi data penilaian 

dokumen yang melaksanakan perjalanan dinas cukup 1 atau 2 orang saja yang 

berangkat tidak harus rombongan agar pengefisien anggaran. 

Upaya-upaya lainnya di Dinas Lingk:ungan Hidup yaitu dengan 

pembuatan dan penetapan Peraturan Bupati terkait implementasi peraturan 

perijinan di daerah, sebagai substansi dasar untuk mengatur tentang rencana 

datajenis usaha dan sanksi-sanksi, yang wajib untuk mengurus Dokumen Izin 

Lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan lnforman 3 yang dilaksanakan 

pada Tanggal 13 September 2018: 
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"Bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan didukung sarana dan prasarana 
seperti ruang penilaian/pemeriksaan dokumen, aula rapat presentasi 
AMDAL dan lJKL-lJPL, Labaratorium, serta ruang penyimpanan 
dokumen."(WI3,Vr). 

Dinas Lingkungan Hidup seJama ini masih belum memprioritaskan 

untuk meningkatkan fasilitas clan sarana-prasarana untuk proses pengurusan 

dokumen lingkungan, dengan alasan masyarakat atau pelaku usaha yang 

mengurus dokumen lingkungan tidak sebanyak atau sesering seperti jenis dan 

aktivitas pelayanan publik lainya. 

Hasil wawancara dengan Infonnan 4 yang dilaksanakan pada Tanggal 

18 September 2018, yaitu: 

"Sebaiknya pegawai diberikan diklat/bimtek untuk memahami proses 
AMDAL dan UKL-UPL, selain itu pegawai juga wajib membaca 
peraturan mengenai proses AMDAL dan UKL-UPL." (Wl4,ER). 

Bcrbagai upaya yang tclah diJakukan pernerintah Kabuapten Barito 

Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan SDM, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Standard 

(Jperational Procedure), mcnyusun kegiatan dan program terkait Kajian 

Dampak Lingkungan, koordinasi antar pcmangku kcpcntingan dan 

dinas/instansi terkait, sedangkan dari pihak pemrakarsa atau pelaku usaha 

juga diharapkan untuk dapat memberi data yang sesuai dan bcnar, selain itu 

dari pihak Dinas Lingkungan 1-lidup Kabupaten Barito Timur sendiri, siap 

mcmfasilitasi antara pihak pemrakarsa dengan masyarakat pada saat 

mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik. 

Berdasarkan basil wawancara dalam hal pengembangan SDM untuk 

meningkatkan mutu pelayanan pcrijinan lingkungan di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Barito Timur dengan Informan 2, yaitu : 
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"Sangat mendukung, tapi terkendala pada dan~ sehingga banyaknya 
pelatihan terkait AMDAL yang tidak terikuti pada tahun anggaran 
2018, hanya pada tahun 2017 ada mengirimkan 5 personil untuk 
mengikuti pelatihan AMDAL di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan 
Tengah. Kalau tahun-tahun sebelumnya bahkan ke luar pulau yaitu 
pelatihan AMDAL yang dilaksanakan oleh UGM (Universitas Gajah 
Mada) di Yogyakarta."(Wl2,YH). 

Tujuan peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) 

dengan mengikuti pelatihan AMDAL/ Lingkungan, antara lain petugas perlu 

dan cepat mengetahui informasi apabila adanya perubahan peraturan 

perundang-undangan bahkan sistem pelayanan pemberian Izin Dokumen 

Lingkungan. Contohnya dengan wacana pemerintah untuk menerapkan 

penerbitan perijinan dengan sistem OSS (Online ,'Jingle .~uhmission), yaitu 

melalui jaringan online serta bekerja sama dengan Kantor perijinan/ PTSP 

(Perijinan Terpadu Satu Pintu) untuk penerbitan perijinan, yang terdapat pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Harapannya 

semua proses perijinan oleh pemeintah dalam hal pelayanan publik akan 

menjadi lebih efektiflagi. 

Peningkatan sarana dan prasarana seperti Laboratorium yang 

terakreditasi, penarnbahan ruang pertemuan, serta peralatan lainnya. Selain 

untuk meningkatkan kenyamanan selama pengurusan juga untuk pengefisien 

waktu dan dana pengurusan dokumen lingkungan. 

Berdasarkan has ii wawancara dengan Informan 5 pada T anggal 20 

September 2018, adalah : 

''Menurut Saya, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup segera 
memiliki Laboratorium Pengujian baik udara, air dan tanah yang 
terakreditasi seperti di Jawa, yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional), 

43743.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



89 

lumayan Bu, kalau laboraturium tersedia di s1n1 selain waktu rnaupun 
biaya juga dapat lebih hemat."(WIS,HS) 

Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki Laboratorium untuk pengujian 

kualitas, tetapi masih belum terakreditasi karena terkendala Menurut pendapat 

Informan 6 pada wawancara T anggal 25 September 2018, yang sebaiknya 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pelayanan 

adalah: 

"Fasilitas Laboratorium, selain itu ad.a ruang tunggu tersendiri 
khusus untuk pengajuan dokumen, fasilitas AC, dan Wifi."(Wl6,Sn). 

3. Faktor-faktor yang mempengarubi atau menjadi pendukung dan 
penghambat proses pelayanan perijinan pengurusao Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui yang menjadi faktor 

penghambat proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL 

menurut Informan 1: 

"Ketidaksiapan dokumen pemohon, termasuk data-data yang diminta 
pada proses administrasi pernohon, selanjutnya pada saat investigasi atau 
veriftkasi data di lapangan banyak perusahaan yang belum merniliki kantor 
yang tetap atau susah dicari."(WII ,YS). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nornor 16 Tahun 2012 tentang Pedornan penyusunan Dokurnen 

Lingkungan. Pada pasal 4 tennuat Dokumen AMDAL itu terdiri dari 

Kerangka Acuan, ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan RKL-RPL 

(Rencana Pcngelolaan Lingkungan - Rencana Pcmantauan Lingkungan). 

Dokumcn lingkungan tersebut wajih rnernuat pendahuluan, pelingkupan 

(deskripsi rencana usaha/kegiatan yang akan dikaji), metode studi, deskripsi 

dan data rona awal lingkungan hidup, basil pelibatan masyarakat, prakiraan 
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dampak pcnting, evaluasi secara holistik darnpak penting serta data-data 

pendukung statistik, peta wilayah, usaha dan kesesuain ruang. Sehingga 

dalam proses penilian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL diperlukan 

koordinasi dengan pihak atau instansi terkait seperti Sadan Statistik, Kantor 

BPN (Balai Pertanahan Nasional), Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas 

Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. 

Selain dengan Informan 1, hambatan dalam proses pen11nan 

lingkungan juga diketahui berdasarkan wawancara dengan lnforman 

Informan 3: 

"Belum adanya Peraturan Bupati penentuan substansi Dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL untuk penetapan daftar/ jenis usaha /rencana 
kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL di Kabupaten Barito l'imur; 
terkendala dana untuk pelatihan SOM terkait dengan peraturan Kajian 
Dampak Lingkungan." 

Masih banyaknya pelaku usaha tetapi dalam jenis atau subtansi 

usaha kecil dan menengah yang juga miliki dampak terhadap lingkungan, 

tetapi belum mengurus ijin lingkungan. Belum adanya Peraturan Bupati 

terkait penentuan substansi atau penetapan daftar/ jenis usaha /rencana 

kegiatan yang wajib dilengkapi Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di 

Kabupaten Barito Timur; kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus 

Izin Lingkungan, kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup serta 

penerapan sanksi kepada pelaku usaha agar mcngurus Izin Lingkungan. 

Sesuai dengan Peraturan penerapan sanksi Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan 

Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 
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Menurut Informan 4 yang menjadi kendala selama proses 

pengurusan Perijinan Dokumen Lingkungan adalah : 

'"Menurut Saya pelayanan perijinan di DLH sudah cukup efektif, namun 
biasanya kendalanya pada waktu penyusunan dokumen yang dilakukan oJeh 
tim ahli atau tim konsultan yang khusus untuk membantu pihak pemrakarsa/ 
pelaku usaha, yang agak lama dan sering memakan waktu." 

Hal-ha! yang menjadi penyebab keterlambatan penyusunan dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL berdasarkan basil observasi adalah karena 

banyaknya data-data yang harus dipenuhi dan pengkajian secara mendalam 

oleh tim koru;ultan dan pihak pemrakarsa/ pelaku usaha, terutama pada saat 

proses perbaikan dokumen sesuai hasil verifikasi dan uji administrasi oleh 

Tim Sekretariat dan Komisi Penilai AMDAL, maupun usulan-usulan dari 

masyarakat/publik terkena dampak usaha/kegiatan tersebut. 

Faktor pendukung proses perijinan lingkungan di Dinas Lingkungan 

Hidup, berdasarkan hasil wawancara dengan Inforrnan 1, adalah : 

''Antara lain, faktor kerjasama dengan instansi terkait, selain itu 
kecepatan dan ketepatan pemohon atau pelaku usaha dalam melengkapi 
dokumen yang diperlukan dalam proses perijinan lingkungan.''(WII ,YS). 

Informasi lainnya yang dapat mcndukung proses perijinan, juga 

diperoleh dari basil wawancara yang dilakukan dengan Informan 3: 

"Antara lain meningkatkan kemampuan SDM, dari pihak pernrakarsa 
atau pelaku usaha untuk dapat memberi data yang soJjd, bekerja sesuaj 
dengan SOP yang telah dibuat."(Wl3,Vr). 

Peningkatan kemampuan petugas yang melayani dalam proses 

perijinan dokumen lingkungan adalah perlunya mengikuti pelatihan AMDAL, 

AMDAL A untuk Dasar, i\MDJ\L B untuk Penyusunan, dan AMDAL C 

untuk Penilaian. Sertifikat yang diperoleh dari basil pelatihan sangat 

diperlukan karena menjadi syarat mutlak untuk memenuhi persyaratan Izin 
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Lisensi Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat memberikan rekomendasi dan 

Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Barito 

Timur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Infonnan 4, staf atau petugas 

yang menangani proses kclengkapan administrasi dan mernenerima dokumen 

lingkungan: 

"Menurut Saya adalah arahan yang jelas dari atasan, sikap yang 
kooperatif dari para pelaku usaha dan pihak konsultan untuk memberikan 
kelengkapan data-data dokumen AMDAL dan UKL_UPL untuk dinilai dan 
diverifikasi di Tim sekretariat, data-data dan kelengkapan administrasi 
lengkap, serta keperluan lainnya terutama ATK dan fasilitas seperti Laptop, 
Printer dapat berfungsi dengan baik ketika digunakan. "(WJ4,ER). 

Menurut informan dari pihak pelaku usaha yang telah mengurus 

perijinan lingkungan, yaitu PT. Senarnas Energindo Mineral, diperlukan 

fasilitas-fasilitas tambahan." 

"Seperti yang telah Saya sebutkan di atas Bl4 rnasalah Laboratorium itu 
sangat penting karena kemaren Kami untuk hasil laboratorium, harus 
rnengirim ke Jawa dari KAN (Komite Akreditasi Nasional), lumayan 
Bu, kalau laboraturium tersedia di sini selain waktu maupun biaya juga 
dapat lebih hemat. Selain itu ada ruang tunggu tersendiri, fasilitas AC, 
dan Wifi." 

Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memenuhi standar 

laboratorium yang berakreditasi karena selain ruang pengujian dan 

peralatan yang masih kurang, juga masih belum memiliki tenaga ahli di 

bidang atau jurusan kimia yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Sehingga basil uji kualitas air, sungai, dan udara yang diperoleh perlu 

dikirim ke luar daerah untuk memperoleh basil uji laboratorium yang 

berakreditasi seperti Lembaga KAN (Komite Akreditasi Nasional). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan infonnan dari PT. Sa wit 

Graha Manunggal faktor-faktor pendukung dan penghambat proses 

perijinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

"yang terpenting itu faktor SDM, baik itu dari pihak konsultan maupun 
SOM di Dinas, selain itu ketersedian sarana-prasarana, serta dana 
juga. "(WI6,Sn). 

Menurut informan 6 yang menjadi faktor pendukung dalam 

proses pengurusan Dokumen Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Barito Timur adalah Sumber Daya Manusia baik dari staff 

petugas di Dinas Lingkungan Hidup serta pihak konsultan yang 

dipercayakan oleh pihak pemrakarsa/ pelaku usaha untuk membantu dalarn 

pembuatan dan menyusun Dokumen Lingkungan sehingga dapat dinilai 

dan layak untuk memperoleh ljin Lingkungan. Pihak pelaku usaha juga 

mengeluarkan dana yang tidak sedikit selama proses pembuatan dan 

pengurusan dokumen lingkungan. 

Selama proses penelitian ini berlangsung, ada 1 (satu) pelaku usaha 

yang mengajukan dokumen lingkungan serta sedang diproses untuk 

memperoleh lzin Lingkungan. Pada Tanggal 02 Oktober 2018 PT. 

Ketapang Subur Lestari (KSL) mengajukan permohonan penilaian 

Dokurnen Lingkungan untuk Pembangunan Perkebunan dan Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit. PT. Ketapang Subur Lestari yang sejak Tahun 

2009 telah mcnjalankan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 

Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan areal seluas 21.000 Ha 

berdasarkan Surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 341 Tahun 2009 

tentang Pemberian lzin Usaha Perkcbunan. PT. Ketapang Subur Lestari 
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mengajukan Izin Lingkungan terkait ada penambahan areal perkebunan 

yang sebelumnya dibeli dari PT. Sandabi Indah Lestari dan PT.Ciliandry 

Anky Abadi, berdasarkan Izin Lokasi Perubahan Surat keputusan Bupati 

Barito TimurNomor 322 Tahun 20!8. 
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C. Pembabasan 

1. Efektivitas dan proses pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Sebelumnya di bagian basil penelitian telah dijelaskan, berdasarkan 

data yang telah diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap data dan 

dokumen lingkungan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Barito Timur serta basil penelitian, berupa wawancara ke beberapa 

inforrnan terpilih, dapat diketahui tingkat efektivitas pelayanan perijinan 

dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Barito Timur. Dari hasil wawancara baik dari Dinas Lingkungan Hidup 

maupun pelaku usaha yang telah melakukan proses pengurusan perijinan 

dokumen lingkungan menyatakan bahwa dalam pengurusan juga 

mengalami hambatan, walaupun telah ditetapkan prosedur sesuai dengan 

aturan yang ada, yaitu dengan menerapkan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dasar hukum dalam pengurusan Izin Lingkungan adalah 

Peraturan lJndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan 

Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Peraturan 

Menteri Lingkungan Hid up Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 

Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri 
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Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tabun 2012 Tentang 

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 

Penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas 

pelayanan perijinan dokumen (AMDAL dan UKL-UPL) di Dinas 

Lingkungan Hidup dapat diketahui dengan melaksanakan analisa secara 

komprehensif antara teori efektivitas dengan pelayanan publik disesuaikan 

dengan aturan yang berlaku untuk proses pengajuan dokumen lingkungan 

untuk memperoleh produk akhimya adalah Izin Lingkungan. Sesuai 

dengan pendapat Drucker (1984) yang dikutip Moenir (2006: 166), yaitu 

efektivitas pada sisi lain rnenjadi kemampuan untuk memilih sasaran dan 

basil yang sesuai. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka 

pendek dan jangka panjang menurut Robbin dalam Pabundu Tika (2005). 

Tujuan jangka pendek dari proses pelayanan publik di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Barito Timur adalah suatu produk berupa Izin 

Lingkungan, sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya proses ijin 

lingkungan juga rnerupakan salah satu upaya agar dapat mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya 

pencapaian hal yang dimaksud, merupak:an pencapaian tujuan tersebut 

masih belum terukur, tetapi diperlukan dilakukannya tindakan-tindakan 

untuk mencapai hal tersebut dalam hal ini adalah instasi pemerintah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apahila usaha 

atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang 

dimaksud adalah tujuan suatu instansi pemerintah maka proses pencapaian 
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tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalarn melaksanakan program atau 

kegiatan mcnurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi pemerintah 

tersebut. Efektivitas pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup sudah 

diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Barito Timur. visi bagian (6): 

"Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan. Agar terwujud tata 
pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan 
otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan 
pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan otonomi 
daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata 
pemerintahan yang baik dan bersih." 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur diwujudkan 

melalui program, kegiatan, dan kinerja OPD (Organisasi Perangkat 

Daerah) seperti yang diungkapkan Dwiyanto (2002), pemberian pelayanan 

publik olch aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan 

perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), 

disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai 

aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban 

untuk mengarahkan, mcmbimbing serta menciptakan suasana yang 

mcnunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tcrsebut. Pada kondisi ini 

aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya 

(pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau 

menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan 

dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang 

mandiri dan sejahtera. 

Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Barito Timur merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Sebagai 
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bentuk kegiatan publik, maka kegiatan perizinan harus dilaksanakan 

dengan didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai 

nonna perilaku bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan 

fWlgsinya masing-masing. 

Mengukur efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985, h.53) 

dilakukan dengan melihat : pencapaian tujuan, baik kurun waktunya, target 

dan dasar hukumnya; integritas, yaitu pengukuran kemampuan organisasi 

dilihat dari prosedur dan proses sosialisasi di dalam dan luar organisasi; 

dan yang terakhir adaptasi, yaitu proses penyesuaian terhadap perubahan 

peningkatan kemampuan dan sarana-prasarana. 

Menurut pendapat lndrawijaya (2002; 226) bahwa : 

"Efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan berapa besar 
keuntungan yang diperoleh, dimana makin besar berarti makin efektif_ 
Organisasi efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun. 
Dengan kata lain efektivitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya, 
bahkan suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila para anggota clan 
penggunajasa pelayanan publiknya merasa puas" 

Hasil dari produk perijinan lingkungan ini adalah para pelaku usaha 

memperoleh Izin I.ingkungan yang dikeluarkan oleh kcpala daerah di 

Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki 

tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Komaruddin (1994) efektivitas adalah suatu keadaan yang 

menunj ukkan tingkat keberhasilan a tau kegagalan kegiatan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilaksanakan dan tertuang pada hasil penelitian di 

atas bahwa selama proses untuk mendapatkan Izin l.ingkungan tidak 

berjalan mulus, tetapi juga mengalami kendala seperti dalam memenuhi 
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kelengkapan dokumen, ha! tersebut masih dapat teratasi dikarenakan 

kinerja dari petugas/ staf yang melayani sehingga setiap proses 

administrasi seperti memverifikasi dokumen, pengiriman surat undangan, 

menyiapkan sarana-prasarana kegiatan, pengetikan berita acara 

pemeriksaan, dan sampai pada proses pendampingan Tim T eknis clan 

Komisi Penilai AMDAL, tidak melebihi batas waktu pengurusan, struktur 

organisasi yang menangani jelas clan proses pengurusan tidak berbelit-belit 

karena disesuaikan dengan SOP dan bagan/ alir pengurusan dokumen 

lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang ·rata Laksana Penilaian dan 

Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin 

Lingkungan, selain itu lzin Lingkungan yang dikeluarkan juga menjadi 

jaminan atau dasar para pelaku usaha untuk mengurus Izin Usaha 

sehingga dapat melaksanakan usaha/kegiatan di Wilayah Kabupaten Barito 

'l'imur sesuai Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Kegiatan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup salah 

satunya dengan diwujudkan pada Renja (rencana kerja) Dinas Lingkungan 

Hidup pada program dan kegiatan Kajian Darnpak Lingkungan, untuk 

tujuan jangka pendeknya adalah tcrcapainya pelayanan publik pengurusan 

Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, dengan tujuan jangka 

panjangnya adalah mewujudkan pembangunan di Kabupaten Barito Timur 

dengan berwawasan lingkungan yang berkclanjutan dengan tetap menjaga 
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keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan 

Lingkungan Hidup. 

Prinsip-prinsip proses pelayanan penJinan di Dinas Lingkungan 

Hidup juga mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi acuan oleh setiap 

birokrasi publik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang 

mencerminkan suatu bentuk pelayanan berdasarkan pad.a prinsip-prinsip 

pelayanan antara lain kesederhanaan, kcjelasan, artinya prosedur/tata cara 

pelayanan ditetapkan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai 

dengan bagan/ alir proses perijinan lingk:ungan sesuai Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang 

Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup 

serta Penerbitan Izin Lingkungan, sehinga semua proses perijinan dapat 

dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat tepat, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha 

yang meminta pelayanan. Kepastian waktu dan akurasi produk pelayanan 

berupa Izin Lingkungan dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

Prosedur pengurusan dokumen AMDAL, di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Barito Timur dari proses awal persiapan administrasi 

untuk melengkapi pembuatan Dokumen AMDAL sampai dengan proses 

akhir keluarnya ijin Lingkungan paling lama adalah 125 hari. Untuk 

Dokumcn atau pengisian fonnulir UKL-UPJ_, berdasarkan Peraturan 
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Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana 

Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan 

Izin Lingkungan dan SOP di Dinas Lingkungan Hidup bahwa dari mulai 

pendaftaran sampai jangka waktu pemcriksaan UKL-UPL sebagaimana 

tabapan di bidang pelayanan publik dilakukan paling lama 14 (cmpat 

belas) hari kerja sejak formulir clan dokumen UKL-UPL dinyatakan 

lengkap secara administrasi, tidak tennasuk perbaikan/ penycmpurnaan 

dokumen. 

Selama proses pelayanan publik dokumen ijin lingkungan tidak 

terlalu mengalami kendala, walaupun masih kurangnya kelengkapan 

sarana dan prdSarana scperti aula pertemuan, laboratorium yang 

terakreditasi, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyedian sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika) di Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tidak sampai menghambat 

proses pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Dari I 0 (sepulub) prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditetapkan 

pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

berdasarkan hasil wawancara dengan informan baik dari Dinas 

Lingkungan Hidup maupun dari Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten 

Bari to Timur. hanya pada point tujuh dan terakhir yang tidak dapat 

dipenuhi yaitu "'Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyedian sarana clan teknologi telekomunikasi dan infonnatika 
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(telematika). Point kesepuluh adalah "Kenyamanan, lingkungan pelayanan 

harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 

lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan. seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain." 

2. U pay a Dinas Lingkungan Hid up dalam rangka meningkatkan 
pelayanan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL·UPL. 

Walaupun dari segi proses administrasi publik dapat dikatakan 

efektif, tetapi banyak faktor ckstemal yang kurang mendukung dalam 

proses pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu ketersedian 

anggaran untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat clan pelaku usaha dan 

pelatihan AMDAL dan teknik lingkungan lainnya, kemampuan sarana-

prasarana/ fasilitas yang masih kurang untuk meningkatkan faktor 

kenyamanan dalam memberikan pelayanan. 

Berbagai kendala maupun hambatan yang ada, tidak menyumtkan 

upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan pelayanan 

perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Berdasarkan peraturan Surat 

Keputusan Bupati Kabupaten Barito 'fimur Nomor Tahun 2018 Tentang 

Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur filialah 

yang tennuat pada Bidang Tata Lingkungan, Seksi Kajian Dampak 

Lingkungan secara jelas memiliki tanggung jawab terkait pelayanan 

dokumen lingkungan, yaitu : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan 

bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan 

koordinasi rencana kerja operasional, penyusunan dan pelaksanaan urusan 

pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 
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Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, lzin Lingkungan, 

Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan SPPL); 

Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL, 

UKL-UPL dan SPPL); dan Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen 

lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan 

Konsultan). Pelaporan rencana teknis di bidang tata lingkungan; serta 

pelaksanaan urusan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suwitri, dkk (2016: 6.4) pelayanan 

publik adalah sebuah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada publik 

oleh pemerintah, baik berupa barang atau jasa publik. Pelayanan ini 

disebut bcrhasil manakala pemerintah memberikan pelayanan terhaiknya 

pada masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan secara umum 

ditentukan melalui indikator-indikator tertententu. Indikator adalah 

variabel ukuran atau tolok ukur bagi yang dapat menunjukkan indikasi-

indikasi perubahan tertentu. Indikator tersebut tidak saja berorientasi 

kepada bagaimana pelayanan tercipta, tetapi juga pelayan publik, dalam 

hal ini aparatur pernerintah. 

Menurut pendapat Widodo sendiri (200!;209) bahwa: 

"lndikator kinerja organisasi dapat diukur dari indikator input dan 
indikator output. Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan 
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, rnisalnya dana. SDM, 
infonnasi, kebijakan, peraturan dan perundang-widangan yang berlaku. 
Sedangkan indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung 
dicapai dari suatu kegiatan, misalnya produk ataujasa pelayanan publik". 
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Upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai 

dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pengurusan Dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL harus dilakukan sebagai bagian dari studi 

kelayakan dan hams diintegrasikan dengan pemberian ijin usaha/ kegiatan. 

Proses ijin lingkungan juga merupakan salah satu upaya agar dapat 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Artinya pencapaian hal yang dimaksud, merupakan pencapaian tujuan 

yang dilakukan oleh instasi pcmerintah Kabupaten Barito Timur melalui 

Dinas Lingkungan Hidup, diperlukannya tindakan-tindakan untuk 

mencapai hal tersebut. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif 

apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya serta tepat 

sasaran. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi 

pemerintah rnaka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan 

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut 

wewenang, tugas, dan fungsi instansi pemerintah tersebut. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi pendukung dan 
penghambat proses pelayanan perijinan pengurusan Dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Barito Timur. 

Berdasarkan basil di atas dapat diketahui yang menjadi 

ponghambat dari proses pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup 

adalah bukan dari faktor SOM (Sumber Daya Manusia), maupun internal 

organisasi seperti struktur organisasi. Selama proses pelayanan perijinan 

lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan 

Hid up Kabupaten Barito Timur itu sendiri tidak selalu berjalan lancar, juga 
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memiliki faktor penghambat antara Jain berasal dari para pelaku usaha 

yang terkendala dalam ketersedian data-data pendukung dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL yang akan dinilai, dokumen yang belum Jengkap, 

sehingga banyak yang perlu dilengkapi pada saat revisi atau proses 

perbaikan dokumen. Selain itu pelaku usaha juga memerlukan dana yang 

tidak sedikit dalam proses perijinan lingkungan, antara lain mulai dari 

sosialisasi ke rnasyarakat, konsultasi publik, pengumwnan kc media, 

proses pembuatan, penilaian dan perbaikan dokumen, kelengkapan data 

dan kajian-kajian ilmiah terhadap dampak lingkungan akibat usaha atau 

kegiatan. 

Pemerintah Kabupaten Barito Timur khusus memberikan 

pelayanan perijinan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) 

kepada pelaku usaha yang bergerak di wilayah Kabupaten Barito Timur. 

Untuk pelaku usaha yang berada di dua wilayah kabupaten tetangga atau 

berbatasan maka pengurusan perijinan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL 

menjadi hak Provinsi. Begitu pula jika areal usaha pelaku usaha berada di 

perbatasan 2 atau lebih Provinsi, maka menjadi kewenangan pusat yaitu 

pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. 

Banyak faktor pendukung dalam proses pelayanan dokumen 

lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur yang 

sesuai dengan pendapat Moenir (2002:88) antara Jain faktor kesadaran 

pegawai, kemampuan dan ketcrampilan sehingga pelaksanaan 

tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi 

keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang 
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memuaskan. Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap 

tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga rnembawa 

pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik. 

Adanya faktor aturan, yaitu peraturan dan perundang-undangan 

yang mutlak mengatur dan menjadi pedoman di Dinas Lingkungan Hidup 

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab, 

tersedianya bagan/alir proses perijinan, SOP (Standar Operasional 

Prosedur) untuk memudahkan dalam proses pengurusan dan bekerja dalam 

memberikan pclayanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara 

pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, clan 

menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok 

ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. 

Faktor sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga 

tercipta efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan. Merupakan salah satu 

faktor yang menjadi kendala dikarcnakan kurangnya ketersedian dana 

untuk pengadaan penambahan sarana dan prasarana, fasilitas untuk 

meningkatkan kenyamanan, pada saat melaksanakan proses pengurusan 

Dokumen Perijinan sampai dengan keluarnya lzin Lingkungan di Dinas 

[,ingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

F aktor pendukung lainnya adalah pelaku usaha maupun pihak 

konsultan yang kooperatif dalam kesiapan dokumen dan data 

pendukungnya. Selain itu untuk dana juga tidak hanya tergantung pada 
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dana yang lersedia pada dinas, tetapi ada dana yang dibebankan pada 

pelaku usaha/ pemrakarsa pada saat proses pengurusan Dokumen AMDAL 

dan UKL-UPL yang tennuat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana 

Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan 

Izin Lingkungan, pada BAB IV Pendanaan, pasal 30 s/d 32 bahwa dana 

kegiatan dan jasa untuk penilaian Dokumen Penilaian AMDAL 

dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang­

undangan dan disesuaikan dengan standar biaya umum nasional atau 

daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketika pemerintah dapat menerapkan pelayanan publik dengan 

baik. maka tidak hanya masyarakat ataupun para pelaku usaha yang 

merasa terhantu. Namun kinerja pemerintah daerah juga menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

Pemerintah pusat melalui penetapan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ten tang pcrizinan 

dengan sistem OSS (Online Single k<;ubmission). Sistem OSS adalah 

perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/walikota kepada pelaku 

usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan pelayanan 

terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan 

sccara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 
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satu pintu. Berdasarkan penjelasan informan (Wll, YS) pada hari Senin, 

Tanggal IO September 2018 dan (Wl4, ER) pada hari Selasa, Tanggal 18 

September 2018, di pemerintahan Kabupaten Barito Timur mulai 

diterapkan pada tahun 2019 karena masih dalarn proses sosialisasi. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPVLAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang efektivitas 

pelayanan perijinan Dokumen (AMDAI, dan UKL-UPL) di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito, rnaka dapat disimpulkan menjadi 

beberapa hal sebagai berikut : 

I. Pelayanan publik dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupatcn Barito 1'imur cukup efektif baik dari segi waktu, tidak 

berbelit-belit, mudab dipabami dan dilaksanakan dalam pengurusan. 

Sedangkan yang menjadi penyebab pelaku usaba tidak memiliki Izin 

Lingkungan disebabkan dari pelaku usaha sendiri yang memang tidak 

mengurus dan melanjutkan dokwnen lingkungan atau meneruskan proses 

operasi kegiatan/usaha, stagnan. 

2. Proses pelayanan publik Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 

J,ingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur sudah menggunakan SOP 

yang telah dibuat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 

dan sesuai bagan/alir yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun2013 tentang Tata 

Laksana Penilaian clan Pemerintahan Dokumen Lingkungan Hidup serta 

Penerbitan Izin Lingkungan. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik Dokumen AMDAL dan UKL-UPL antara 
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lain adalah penambahahan anggaran untuk pembuatan Peraturan Bupati 

terkait Dokumen Lingkungan dan substansi tcrhadap jenis/usaha kegiatan, 

peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, kualitas SDM di Dinas 

Lingkungan Hidup, pengurusan akreditasi Laboratorium di Dinas 

Lingkungan Hidup. 

4. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pelayanan 

publik pengurusan dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Barito 1'imur adalah selain dari faktor 

internal seperti pada point 3 di atas, juga faktor eksternal yaitu dari pihak 

pelaku usaha sendiri yang kurang kooperatif atau memberikan data yang 

tidak valid/lengkap terkait keabsahan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL 

ketika dilakukan verifikasi oleh Tim teknis dan Sekretariat KPA (Komisi 

Penilai AMDAL). 

8. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas rnaka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui Dinas Lingkungan Hidup 

melalui APBD Kabupaten perlu meningkatkan anggaran dalam 

pelayanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana yang ada selama 

ini masih sangat kecil. 

2, Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan 

pelatihan terutama yang berhubungan dengan lingkungan hidup. 

3. Peningkatan koordinasi baik antara dinas instansi, pemerintah kabupaten 

lainnya, maupun pemerintah provinsi bahkan pusat. Terutama dalam 
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penerapan peraturan baru sistem OSS (Online ,Single .f;)ubmission), yaitu 

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui 

kantor Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu. 

4. Peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas publik untuk meningkatkan 

kenyamanan dalam memberikan pelayanan. 
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. . - -- .. . .. 

~·~ 
Slt~unpu....., 

... _ 
llo Pemtalc.aras;i I Luas -· N11n11 Ketiatan ·-- l>enpsahan /No<nor ......... 

luti(Hal 
,_~ - I 

PenpAlqn /N- /Tanaal ..,,_..,,_ 
/TfJllgal 

" PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL Kantor pusa'l: w;sma HSBCjalan Keglatan Blogas, Paju Epat, kaqrusen l~o SK BUP: 189Tahun 2017, S~: Sup No 190 Tahun 2017 Tanggal 2 

Dlponegoro kav.11 Medan Kompostiog dan Janang, paku, Ousun Tgl20Juni2017 06-2017 
Sumatera Utara Water Reservoir Teogah dan Pematang 

Karau 

" PT. KARVA GEMILANG LIMPAH Pu<;at: Kav. IPolrl Blok A -XII no. 308 t~eglatan Z.592 Kecamatan Patal!gkep No·mor660/ 16 /Korn- No SK BUP: 389 Tahun 2017, No SK BUP: 392 Tahun 2017, Tgl 29• 

REZEKI Ket Jel;imber Jakarta Baral. C..bang 1""1ambangan Tutu I Arndal/IX/2017 T1~I 29 Desember 2017 o ... ember 2017 
JI. Exs Pertarnlna Km S,S D~ lilap llatubara 

Kee. Patang1kefl Tutu I 

" PT. 8ANGUN NlJSANTARAJAYA Kator Pusat Kav. Pol" Blok A 15 t~egiatan 3.074 Kecamatan Patangkep No·mor 660/ lS I Korn- No Sk SUP: 390 Tahun 2017, No SK SUP' 393 Tahun 2017, Tgl 29' 

MAKMUR No. 3S9A Jel am bar Jakarta Ba rat Pertambangan Tutui, Awang dan An1dal/IX/2017 T1gl 29 De•ember 2017 DEosember 2017 

Telp. 021-S661045-S668902 Fax. Uatubara Patangkep Tvtul 

021-566104'>. Kantor C.bang: JI. JI. 

"· PT. SENAMAS ENERGINOO Kantor P""'": wisma HSBCjalan Pert1mbangan 2000 Lu as Desa Janah Jari, No SK SUP: 73 Tahun 2018, No SK BUP: 74 Tahun 2018, Ttl 9 

MINERAL [AOE~IDUM) Oiponegoro Kav.11 Medan Elatubara/ lup/114,19 k...:amatan Awang. T15I 9 Februari 2018 Fe bruari 2018 

Sum1tera Se Iatan Penambahan Pit Bukaan Pit ea~u 

Tambang 

" PT. SE NAM AS ENERGINOO Kantor pu<all: wisma HSBCjalan nencana 112,2 Ha Oesa Telang Baru. No Sk Gub: 188.44/ 15 / 2017, NoSKGUS :188.44/16/2017,Tgl31 

MINERAL Dlp0negoro kav.11 Medan Penlngkatan Kecamatan Paju Epat. T15I 31 Olctobl.r 2017 Oktober 2017 

Sumalera Se Iatan 1:apasltas 

l"ermlnal Kl'lu<us 

,00. PT. TRISUlA KEN CANA SAKTI ( Kante>r pusa1t: Jalon Pantl Ajar RT l'erubal'lan Jang~ 1.748 Ha Desa Kalamus, De<a No SK SUP: 315 Tahun 2018 No SK GUS 316 Tal'lun 2018, Tgl 26 

Adendum) 016 RW 003 Nomor 63 Kelurahan \Nokiu Operasl Gandrung. Cesa Sa ins dan 2<017, Tgl26Juno2018 Ju1nl 2017 

Lanjas kecernalan Teweh TenHah, Produksl dan Desa SUmberGarungguns 

Kabupaten ~!.arito Utara t:eglatan K...:amatan Paku dan 

l'eledal<an Kecamatan Dusun 

I Blasting) Tengah. 

l'ertambang1n 

Hatubara 
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UKL·UPL -- - - ...... Rekomendusl UKL-UPL tllnU1 ' IKeteranpn 

No PemrakaraA ....... NamahllMan 
Luas {H•) 

Keearnatlln /ll>ffa Penpsahlln/Nomor 
/Kelurahan 

Penpsiih•n /Hornor /T•naat 
/T11111PI 

101 KUO Mantohing Jaya Lestari C1Jal Desa 5aing, Kecamatan Patangkep Tutui, P•Mtambangan Batu 94,73 Patangkep tut•ui 660/162/BLH/2006 Tgl 

Mining Ka bu paten Barito Timu1r. "" 06/09/2006 

102 01. Bangun eersaudara Desa Telang Baru RT. 0:1, K!!Camatan Paju Pasir Kuarsa 75,03 Paju Epat, Desa 660/104/BLH/2ll07 Tgl 
Epat, Kabupaten Barito Timur. Telang earu 18/06/2007 

103 Koperasl Sina Rimba 8aktl Am1parl Ampari Sura, Kecamatain patangkep P•ertambangan Batu 84,1 Patangkep tut1ul 660/191/BLH/21)08 Tgl 

Sura Tutui "" 17/r:E/2008 

"'' PT. lndobara Niaga Adhiprada11a Jalan Ahmad Yani Nom•~r 25, Desa Jaar, Pertambangan Bahan 198,6 ousun Tengah dan 660/24/BlH/2009 

Kecamatan Du sun Timur, Ka bu paten Paku Tgl 29/01/2009 

Barito Timur. 

105 Koperasi Jembatan Dua Mand11ri Jalan Desa -Jembatan Dua, Kecamatan Pertambangan 100 Ousun Tengah 660/51/BlH/2009 Tgl 
Dusun Tengah, kabupaten Santo Timur, Batubara 23/03/2009 

Provlnsi Kal!mantan Tengah. 

106 Koperasl Garunggung Bersatu Jalan Desa Garunggu Bl!rsatu Kecamatan P•ertambangan 8aru 100 Ousun Tengah 660/219/BlH/2009 Tgl 
Dusun Tengah, Kabupa·~en Barito Timur '"' 10/08/2009 

107 5PBU PT. PertamlnaTamiang SPBU 2,944 Dusun Tengah 660/277 /BLH/2009 

layang T1112/10/2009 

108 5tockfile dan Dermaga PT. 8atubara Stcickfile dan Dermaga ' Paju Epat, Des a 660/298/8lH/2009 

Bandun1 Telano Baru Tgl 28/10/2009 

109 PT. Rimau Electric Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur. Pembangkit Listrik ±6,4 DusunTimur 660/299/BLH/2009 SK Bup No ;140 Tahun 2017 

Tenaga Uap (PLTU) Tgl 28/10/2009 Tanggal 05 Desember 2017 

uo PT. Mitra Tala Stc•ckfile dan Dermaga t 30,450 Paju Epat, Des a 660/31/BlH/20'!.0 

Telam1 Baru T< 113/01/2010 

111 PT. Senamas Energindo Mlnenal P•ertambansao Batu :t9,818 Paju Epat 660/254/BlH/2010 

''" T1 I 02/08/2010 

112 PT. Tabalong Pratama Mineral Tamiang t.ayang P•ertambangan Batu 128,9 Paju Epat 660//149/BlH/;!OlO 

"" T• 119/04/2010 

113 01. Cipta Coallndo Kantor Pusat : l•lan Grl-y. Babatan Muktl P•ertambangan Batu "' DusunTlmur 660/l<U!/BLH/2010 

D-17 Surabaya. Kantor oCabang Jalao ''" Tgl 19/04/2010 

Pramu~a Tamlang layang, Kabupaten 

Barito Timur, Provinsi l(alimantan 

Tengah. 

11• KUO Tu ha Redeh Jalao Hayaplng Nomor 158, RT 01 P•ertambane;an Batu 55,77 Paku 

Kalamus, Kecamatan Paku, l(abupaten ''" 
Barlto Timur. 
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-· Retomendasl UKL-UPL "" ..... Keteranpn 

•• Pllmr1ka111·H1 ....... Naoma Keglatan 
Luas{Ha) 

keQinnatan /De$a P'enpsahen/Nomor 
/Kelunihlln 

Penpsahan /Nomor /Tangpl 
/Tuwl 

115 PT. Batu Gunung Harlf\1an Kantor Pu sat: Jal an Plajau RT 09. RW. 07, P•ertambangan Batu 100 Dusun Timur 660/70/BLH/20.tl Tgi 
Batu Licin Provinsi Kalimantiln selatan. ''" 21-3-2011 

Kantor Ca bang: Tamiang Layang 

116 Koperasl Gunung Panamputut P•ertambangan Batu 99,97 Ousun Tengah 660/331/BLH/21)11 

We!um ''" Ir, 130/06/2011 

m Olnes Perhubungan, Komunikasi Jalan Ahmad Ya nl Nomor 199 Tan Iran Pembansunan 660/397/Bl.tl/2010 
dan lnformatlka Provlnsi Pasar panas DE1rmaga Telang Baru Tgl 23/11/2010 

Kalimantan TenRah 

118 Pertamina EP (pertamina Unit Bisnis Jalan Minvak Nomor 1 Munmg Pudak Pengembangan 660/95.a/BLH/2011, Tanggal 

EPTanjung) Tanjung Lapangan Migas 31Maret2011 

Terbatas FIELD 

Ka1mbitin, Kecamatan 

Patangkep Tutui. 

119 CV. HTN Rudi Berkah Sekumpul Jalan Sekumpul RT. 004/ RW. 006 P•ertambangan Batu 124,4 Dusun Tengah dan 660/334/BlH/2011 

Kelurahan Jaw a Ketamatan martapura. "" Paku TglOl/07/2011 

120 PT. Tamians Rubbi!r 1/1111 Bu kit Rege1icy I PC 611 Bl 000 Pe·mbangunan Pabrik 5 Paku 660/471/BLH/2011 

Nomor 0111 RT 003 RW 015 Lontlr· Pengolahan Karet Tgl 19/10/2011 

takasantri Surabaya 

121 Dinas Perhubungan, l(()munikasi Jalan S. Parman No 1 Palangka Raya. Pembangunan 5,5 Dusun Tengah, 660/484/BlH/2011 

dan lnformatika Provln.sl Terminal AKAP Ampah DesaAmpah Tgl 27/10/2011 

Kalimantan Tengah 

122 Koperasi Garunquns Bersatu Poertambangan Batu 100 Dusun Tengah 660/513/BlH/2011 

"" r..i 30/1112011 

m PT. Kikoba Utama Kantor Pusat: J;1lan Batubenawa Nomor P·ertambangan Batu 197 Paku, [)esa 660/04/BtH/20"12 

9 Batu Ucln, Tanah Bumbu, Kalimantan Bara Gandruns Tgl OS/01/2012 

Selatan. Kantor Ca bang: Jalan Manungal 

RT06, RW 02 N'omor 48 Kelurahan 

Tamiang leyana:. Kabupaten Barito 

Timur. 

m PT. lndo Butirima kantor Pusat: M1enara 165, Lt, 6 Unit D, p,ertambansan Batu 80,Sl Paku 660/81/BtH/20:12 

Jalan TB Slmatup.ans Ka~, 1 Jakarta. "" Tg! 05/03/2012 

Kantor Ca bang: Jalan Ahmad Yyanl, Garis 

Pelita Nomor 1(17 RT, 02 Tamian1 layang 

, Kabupat1n Bar Ito Tlmur, Pr011ins! 

Kallmant1n Ten.gah. 
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...... Rek<omendasi UKL-IJPl 
"'" u 

,.,... Ketera111an 

No Pemrabra5- ....... Nama Kqlatan 
L1,1•s(H•) 

Kecannatan /Desa 
Pen,.sahiln /Nomor /r•ngpl P'll~ara/Nomor 

/Kelurahan fr•naal 

m PT. Bangun Nusantara Java Makmur Kator Pu1sat: Kav. Polri Blok A 15 No, Pembangunan 50,1682 Paju Epat 660/130·/BLH/2012 

359A Jelambar Jakarta Baral Telp. 021·· Underpass Tsl 02/0-4/2012 

566104~i-S668902 Fax. 021-5661045. 
Kantor C.:abang: JI. JI. PT. Yayang Desa 

La lap Kee. PataBgkep Tirtui 

126 PT. Prlma Coal Chemlc;il kantor P usat: Jalan P!ult Selatan Blok S Pertamballjan Batu 500.000 M' Dusun Timur, Desa 660/171/BLH/2012 

Ene:ineering Nomor Ul-1 J PenJarlngan Jakarta Utara, "" Karans Langit Tgl 15/05/2012 
Kantor Ca bang; Jalan Patl Anom I Nomor 

7A Ousu n Timur, TamialllJ Layang 

"' PT. Daya Bara Energi N usantara Kantor F'usat: Graha STR 2th Floor Jaloin Pertambaflian Batu 147,3 Patangkep Tutui 660/172/BLH/2012 

Ampera Rava Nomor 11 Jakarta Selatan. '"' Tgl 16(05/2012 

Kantor C:abang : Jalan Dr. Prodolin Ukur 

RT 8 Kel1ur¥ian Tamlang Layang, 

Kecama1:an Ousun Timur. 

128 Koperasi Gunung Panamputut Jillan Pa·iianom 3 Nomor 29, RT 03, Pertambangan Batu 99,97 Ousun Tengah, 660/173 /BLH/2012 

Wei um Tamiane: Layang, Kecamatlln Dusun "" Desa S.alng Tgl 16/05/2012 

Timur, K abupaten Barito Timur. 

129 KUO Tu ha Redell Pt!rtambangiln Batu 55,77 Paku -

"" 130 CV. Cipta collndo Tamlane: Layang, Kabupaten Barito Pt!rtambangan Batu 184 Ousun Tengah, 660/SS/BLH/2012 

Timur. "" Desa Rodok dan Tgl 05/02/2012 

5ainR 

1'1 PT. Anugerah Patongson Pt!rtambangan Batu 660/296/BLH/2012 

"" Tgl 12(06/2012 

m Koperasi Baru lngkang Kari Pt!rtambangan Batu 660/350/BLH/2012 

"" T<l23/07/2012 

133 CV. Rudy Java Mandlri Jalan Sel(umpul RT. 004/ RW. 006 Pertambang;m Batu 197,S PatangkepTutul 660/60/BLH/2012 

Kelurahan Jawa Kecamatan martapura. "" Tgl 27/02/2012 

134 Dlnas Tenaga Kerja Dan Jalan A. Yanl KM. 5,5 5impang Badung, Pembansunan :t 1.500 Paju Epat 660/26/1.2/BlH SK Bup No 51Tahun2013 

Transmigrasi Kabupate·n Barito Tamlal\I!: l.ayang Pemuklman Tgl 18/01/2013 Tanggal lS-02-2013 

Timur Transmigrasi Baru UPT 

Telang Siong SP-1 

135 CV. Umpu Kakah Parta ma Jalan Arnpah • Muara Teweh Km. 18, Pt!rtambangan Batu 150,5 Raren IOatuah, Desa 660/262/1.2/BLH SK Bup No 192 Tahun 2013 

Desa Ba1ruyan, RT. 01, kabupaten Barlto Bara Baruyan Tgl 1/05./2013 lfanggal 14-05-2013 

Timur 
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...... Rekomendasl UKl.-UPL '""" • Keteranpn 

No Pemrakara. ....... ..~- Luas(Ha) 
Ke(llnnatlon /Desa 

PenPNhln /Nomor /Tangal 
Penpsii ti.n/Notnor 

/IC•lurahan /r:lflllll 

"' PT. Balawa Energi Utama Kompleli Mutiat<1 Taman Palem Blok A7 PengeboranSumur 1.131 Dusu n Timurdan 660/327/1.2/BUi 

Nomor 25 RT006 RW 014, Cengkareng CBM Paju Epat Tgl 14/09/2015 

Timur Jakarta B;~rat 

148 PT. Zeru Babel tn1ernasional Jalan KH. Wahidl Hasyim No. 27 Kel. Kbon Pe·mbangunan Pabrik ± 44,148 Dusu n Timur dan 660/400/1.2/BtH SK Bup No '~14 Tahun 2015 

Sirih, Kecamata•n Menteng. Jakarta Pusat. lndustri Pengelolaan Paju Epat Tgl 26/11/2015 Tanggal 26-11·2015 

Kayu Karel Tua 
(Sawmill) 

149 PT. Alam Suks~ Lestari Plaza Asia 23 "flloor'', Jalan Jendral F'emanfaatan Hasil :I: 19.500 Raren Batuah 660/001/1.2/BLH SK Bup No 12 Tahun 2016 

Soedlrman Kav. 59 Jakarta Hutan Kayu Dalam Tgl 06/01/2016 Tanggal 06-01-2016 

R'estoras! Ekosistem 

P<1da Hutan Produksi 

150 Koperasl eansun Gandruns Desa Gandruns, Kecamatan Paku, Pertembansan 80,51 DeS<o Gandruns 

Sejahtera Kabupaten BarH:o Timur. batubara 

lSl KUO Mantohlns Jaya Lestari Pertambansan 23,5 Pata,ngkep tutul 

Batubara 

152 PT. Batubara Bandung Pratam.a Jalan Raya Km 2, Rodok Ampah, Kegiatan Transportasi 80 Kab1.11:>aten Barlto 

Kabupaten Barh:o Timur, Provinsi Batubara Timur 

Kallmantan Tel'l;~ah. 

"' PT. Sekawan Jaya Makmur Kantor Pu sat: G edung Batang garing lndustri Flnir li!ngans 

lar1tai 3 KAV. 303 B jalar'I DI panjaitan 

Nomor 1 Palang,ka Raya. Kantor Ca bang: 

Jalan Negara Anipak-Buntok RT 9 RW 2 

Banti Hayuput e1ambulur1s, Kecamatan 

Pematang Karau, Kabupaten Barlto 

Timur. 

154 Pertamiana EP Geduns Menam Standard Chartered, Surwi Seismik 30 Kecamatar'I Tanjung 

t.antai 23 Jatan Prof. Dr satrio nomor 164, Marllr1 kambitin dan kecamatan 

Jakarta Selatan Provinsi Kalimantan Mur·ung Pudak 

Seloitan dan Kalimantan ka1bupaten 

Teng.ah. Tabiatong dan 

Ketannat•n Benu1 

llma, Kecamatan 

Pata11gkep Tutui 

Kabu1~aten Barlto 

Timur. 
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""'" Rekomentbst UKL.UPL .... u " " Keteranpn 

No Penu•karasa ... ~. Nama Keglata.n 
LllllS (Ha) 

KeCllmahln /Desa 
I l'eqesahan /Nomor /T•ngpll 

Penpsahan/Nornor 
/ICl!lurmhan /Tanaal 

m PT. Gunung fmas Abadi Jalan Janur Kuning VIII, Blok Wl'I 2/15, Pelabuhan Khus us Sungal Napu, Desa ~ lomor 660/30/BLH/2010 

Kela pa Gading, Jakarta Utara batubara Telang b.aru, 
Kecamatan Paju 

EpM 

156 l(elompok Tani ( suka Ma ju) Desa Oinas PE•rtanian Kabupaten Badto Tlmur, Percetakan saw ah "' Oesa Malintut f ;50/24/Kom-Amdal/111/2016. SK Bup No 440Tahun 2016 

Malintlll Jalan Ah mad Yanl KM. 2 Tamia•~s Lavang 1 "gl 2 Mei 2016 Tanggal 14-11·2016 

157 Kelompok Tani Membangun Nataka Olnas Pt•rtanlan Kabupaten B3rito Tlmur, Pereetakan saw ah 108 Ampah Kola 660/22/Kom-Amdal/111/2016. SK Bup No 442 Tahun 2016 

Jal an Ah mad Vanl KM. 2 Tamiang Layang Tgl 2 Ml!i 2016 TanK(lal 14-11-2016 

158 Kelompo~ Tani 8erkat kakal Dinas Pe•rtanian Kabupaten Barito Timur, Percetakan Saw ah "' DesaTampa 660/21/Kom-Amdal/111/2016. SK Bup No 441 Tahun 2016 

Jalan Ah mad Yan I KM. 2 Tamia1ng layang Tgl 2 Mel 2016 Tanggal 14-11-2016 

"' Kelompok TaniTeguh lancar Dinas Pe•rtanlan Ka bu paten Bar·rto Timur, Percetakan Sawah 152,46 DesaWuran E •60/23/Kom-l\mdal/111/2016. SK Bup No 439Tahun 2016 

Jalan Ahmad Yan I KM. 2 Tamia1~g layang 1 'gl 2 Mel 2016 Tanggal 14-11·2016 

160 CV. Restu Oewi mandlrl Jalan A. Yan I KM. 4 Perumahan Mekar Pertambangan 30,58 Oesa Saing Ei60/ 1S9 /1.2/0LH, Tgl 22 SK Bup No 153 Tahun 201€> 

lndah N<)mor. 016 RT. 014 Tarniang Ek.splorasi Tarn1h ~.1aret 2017 Tanggal 09 - S -2017 

tayang, Keeamatan Ousun Tim1ur. Me rah 

161 KE BABAI TANJIJNG LIMITED Sona To1pas Tower, Lantai 10, J.alan lntegrasi Selsmik 20 Kecamatan Dusun E i60/26/Kom-Amdal/Xll/2016. SK Bup No 176 Tahun 2017 

Jendral Sudirman, Kav. 26, Jake1rta Darat Blok Babai Timur, Benua Lima, 1 "g! 27 Desember 2016 Tanggal 06-Juni-2016 

Tanjung Paju Epat dan 

Pematang Karau 

162 KUO. BERKAT SADAR Jalan Manunggal I Pasar Raya ~:T. 03, Pertambangari 96,34 Kecamatan 660/334/ l.2/DLH Tgl 12 SK Bup No 176 Tahun 2017' 

Bentot ~:ecamatan Patangkep 1rutui, Batubara PatanakepTutul Dktober 2017 Tanggal 13 Oktober 2017 

163 PT. WINGS SEJJ\TI Komplel( Dorong Permal Nomo•r 98 RT. Pembangunan dlan 5 DesaDlcll 660/380/ l.2/DLH Tgl 22 SK Bup No 385 Tahun 2017' 

001, Kel·urahiln Tilmlang, Kecarniiltan Operasional Stoclcplle Kacamatlln Du1un Desember2017 Tanggal 27 Desember 201;1 

OusunTimur. batubara, sarilnil dan Tim•• 
prasarana penunJ1ang 
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Lampiran 2. Pedoman dan Daftar Wawancara 

EFEKTIVITAS PELA YANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANT AN TENGAH 

nnn 

INSTRUMEN PEDOMAN DAN DAFT AR WA WAN CARA 
LEMBAR PENILAIAN 
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EFEKTIVITAS PELA YANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Metode Wawancara: (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan, 

Kepala Seksi dao Pelaksaoa) 

A. ldentitas Nara Somber/ Informan 

Nama ·································································· 
Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuao 

Usia .................................................................. 

Jabatan 

Pendidikan Terakhir 

B. Pertanyaan 

a. Kebijakan Pemerintah 

I. Bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Barito 
Timur, dalam hal pendaoaao untuk programlkegiatan pelayaoao lzin 
Lingkungao terkait Dokurnen AMDAL dao UKL-UPL di Dinas 
Lingkungao Hidup? 
Jawab: 

2. Apa yang telah dilakukao pemerintah daerah terkait implementasi 
peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masalah Izin 
Lingkungao Dokurnen AMDAL dan UKL-UPL? 
Jawab: 

3. Apakah dalam proses lzin Lingkungao Dokurnen AMDAL dao UKL­
UPL memerlukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas instansi 
lainnya? 
Jawab: 

b. Efektivitas 

4. Apakah menurut Bapak pelayanan Izin Lingkungan Dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungao Hidup sudah cukup 
efektif? Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkao lagi? Jika belurn, 
apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan? 
Jawab: 
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5. Selain faktor penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat 
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? 

- . 
Jawab: 

6. Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih 
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan, 
Menurut Bapak/lbu apa yang menjadi permasalahan dan 
penyebabnya? 
Jawab: 

7. Apakah setiap pelaku usaha sud.ah mengetahui prosedur dan 
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL? 
Jawab: 

8. Apa saja yang menjadi dasar hukum dalam proses pelayanan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 
Jawab: 

9. Bagaimana bagan alur mekanisme dan tata cara pengaJuan dan 
penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 
Jawab: 

I 0. Persiapan apakah yang harus dan perlu disediakan para pelaku 
usaha untuk persiapan pengurusan sampai keluar Izin Lingkungan? 
Jawab: 

I I. Apa target dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan 
dibuat untuk menunjang Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat 
diterapkan dengan baik di lapangan? 
Jawab: 

12. Apa saja yang dapat dilakukan untt:k meningkatka.'1 efekti;·itas 
pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDALdan UKL-UPL? 
Jawab: 

13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 
Jawab: 

c. Pelayanan Publik 

14. Bagaimana dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal 
pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan publik? 
Jawab: 
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15. Apa saja faktor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya? 
Jawab: 

16. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam 
pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 
Jawab: 

I 7. Bagaimana dengan target pencapaian pelayanan publik terhadap 
pelaku usaha untul<:. mengurus Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL? 
Jawab: 

18. Bagaimana ketersedian terhadap fasilitas sarana-prasarana pelayanan 
publik Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 
Jawab: 

19. Apakah produk dari Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL­
UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha? 
Jawab: 

20. Apakah pengenaan biaya/tarif pelayanan sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangannya? 
Jawab: 
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EFEKTIVITAS PELA YANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Somber Penilaian : (Pelaku Usaha di Wilayab Kabupaten Barito 
Timur yang wajib mengurus Dokumen AMDAL dan UKL~UPL 

A. ldentitas Nara Somber 

Nama 

Jenis Kelamin 

Usia 

Jabatan 

Laki-laki/Perempuan 

Pendidikan T erakhir 

Perusahaan 

B. Pertanyaan 

Efektivitas dan Pelayanan Publik 

I. Apakab Bapakllbu sebelumnya sudah mengetahui prosedur dan 
persyaratan dalarn pengurusan ljin Lingkungan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur? 
Jawab: 

2. Apakah Bapak/lbu sebelumnya pemah melakukan pengurusan Ijin 
Lingkungan Dokurnen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan 
Hidup di Kabupaten atau daerah lainnya? Apakah ada perbedaan 
prosedural pengurusan? 
Jawab: 

3. Faktor-fa.i(tor apa saja yang mengharnbat Bapa¥J!bu dala.'11 memenlLhi 
peryaratan untuk pengurusan Ijin Lingkungan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? 
Jawab: 

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung Bapak/lbu dalam memenuhi 
peryaratan untuk pengurusan Ijin Lingkungan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? 
Jawab: 

5. Apakah proses pelayanan yang Bapak/Ibu rasakan membutuhkan mata 
rantai yang panjang dan berbelit-belit? 
Jawab: 
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6. Apakah prosedur persyaratan administrasi (dokumen) mudah dipahami 
dan mudah dilaksanakan untuk dilengkapi? Dan mohon penjelasannya! 
Jawab: 

7. Apakah waktu yang dibutuhkan Bapak/lbu mengurus Ijin Lingkungan 
Dokurnen AMDAL dan UKL-UPL dari mulai sampai selesai (keluamya 
ijin lingkungan) sudah sesuai harapan? 
Jawab: 

8. Apakah menurut Bapak/Ibu pengenaan biaya/tarif pelayanan Ijin 
Lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlak.u? 
Jawab: 

9. Menurut Bapak/ !bu, Apakah produk dari ljin Lingkungan Dokurnen 
AMDAL dan UKL-UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para 
pelaku usaha? 
Jawab: 

I 0. Apakah yang Bapak/lbu rasakan selama proses pengurusan Ijin 
Lingkungan Dokurnen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan 
Hidup? Apa saran Bapak/ Ibu untuk perbaikan pengurusan perijinan 
Iingkungan di Dinas Lingkungan Hidup? 
Jawab: 

11. Fasilitas-fasilitas apa saja, menurut Bapak/lbu yang diperlukan agar 
mendukung kenyamanan dalarn proses pengurusan ljin Lingkungan di 
Dinas Lingkungan Hidup? 
Jawab: 
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Lampiran 4. Transk.rip Hasil Wawancara 

EFEKTIVITAS PELAY AJ•!AN PERIJ!NAN DOKTJMEN (~lV!DAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANT AN TENGAH 

Hari Senin, Tanggal 10 September2018 

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan, 

Kepala Seksi dan Pelaksana) 

A. ldentitas Nara Somber/ Informan 1 (Wll,YS) 

Nama Yanto Sawal, ST.,MAP 

Jenis Kelamin 

Usia 

Jabatan 

Pendidikan Terakhir 

Laki-laki 

59 Tahun 

Kadis DLH Kabupaten Barito Timur 

S2 

B. Percakapan Terkait Kebijakan Pemerintah, Efektivitas dan Pelayanan 

Publik 

P : Selamat Pagi Pak! 
I : Selamat Pagi! 
P : Seperti yang sudah Saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak, 

terkait dengan pennohonan Izin Penelitian yang Saya laksanakan, 
yaitu tentang efektivitas pelayanan perijinan di Dinas Lingkungan 
Hidup selama ini, Saya mohon waktu untuk mulai mewawancara 
Bapak sebentar sebagai bahan/informasi. 

I : Baik, silahkan! 
P : Pertanyaan pertama Saya Pak, Bagaimana dengan dukungan 

pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, dalam hal pendanaan 
untuk program/kegiatan pelayanan Izin Lingkungan terkait 
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? 

I Pertama-tama pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Barito Timur mendukung semua kegiatan/program yang 
memiliki tujuan bersama untuk kemajuan di Kabupaten Barito 
Timur, contohnya kemudahan dalam proses perijinan ini adalah 
dukungan pemerintah dalam program kegiatan tahunan, sehingga 
semua rencana/usaha di Kabupaten Bartim dapat terinventarisir dan 
memiliki Izin berusaha, salah satunya tujuan agar proses investasi 
yang masuk ke Bartim lebih mudah, para investor tidak terkendala 
dengan urusan administrasi yang ruwet. Hanya saja Kita sama tahu, 
masalah yang umum terjadi adalab dalam hal pendanaan, karena 
yai1g diurus ban.yak, sel"1ingga perlu ada skala prioritas dan terbagi­
bagi dengan rencana/program lain, bahkan banyak aspek penting 
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lainnya. Sehingga, walaupun mulai awal tahun 2017 telah 
ditetapkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya 
hanya Badan Lingkungan Hidup, tetapi dana yang bertambah tidak 
terlalu signifikan. T eta pi, pelan-pelan pasti tetap dipikirkan dan 
diusahakan semua anggaran untuk ditambahkan sesuai keperluannya. 
Sehingga setiap Program/kegiat;\11 disesuaika..11. dengan kebutu.han, 
disamping itu harus memperhatikan dana yang menjadi skala 
prioritas kegiatan. Untuk pelayanan perijinan sendiri tidak 
memerlukan dana karena untuk jasa penilaian ditanggung oleh 
pemrakarsa sesuai PP 27 tahun 2012. 

P : Jadi tidak masalah Pak, dengan dana yang minim? 
I : Benar, cukup. T erutama untuk mengefisien anggaran, jadi untuk 

melaksanakan perjalanan dinas 1 atau 2 orang saja yang berangkat 
pada saat perifikasi data di lapangan penilaian dokumen, tidak harus 
rombongan yang berangkat. 

P : Baiklah Pak, selanjutnya apa yang telah dilakukan pemerintah 
daerah terkait implementasi peraturan dan perundang-undangan yang 
mengatur masalah Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL­
UPL? 

I Pertama-tama yang dilakukan adalah jika ada peraturan baru, segera 
disosialisasikan, yang kedua terhadap perusahaan-perusahaan yang 
bergerak di urusan tambang, sawit,dll dilakukan pembinaan, Dinas 
Lingk-ungw1 Hidup juga sudah rr1enyusun draf peiatl.rran bupati 
terkait Dokumen Lingkungan, yaitu tentang penentuan substansi 
jenis/rencana usaha, selain itu untuk tahun 2018 anggaran untuk 
fungsi pengawasan dokurnen lingkungan terkait implementasi di 
lapangan, pada saat musrenbang kemaren pada waktu pembahasan di 
dewan ada penarnbahan anggaran. Langkah selanjutnya adalah 
Pemda melalui DLH juga memprograrnkan kegiatan untuk 
menginventarisasi semua kegiatan di kabupaten baik itu yang belum 
berizin maupun yang sudah untuk ditindaklanjuti. Bagi yang berizin 
akan dimonitor/evaluasi baik dari perijinan maupun pengelolaan 
lingkungarmya, sedangkan bagi yang belum berizin maka wajib 
segera diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

P : Apakah dalarn proses lzin Lingkungan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL memerlukai1 kooidinasi atau kerjasruna dengan dinas 
instansi lainnya? 

I Iya perlu, pasti itu, setiap kegiatan terutama masalah lingkungan, 
dimana selama ini sering bersentuhan langsung dengan masyarakat 
dan para pelaku usaha, selain itu dalarn KPAjuga beranggotakan tim 
teknis yang dipilih dari berbagai instansi yang memiliki kepentingan 
dan saling berkaitan, koordinasi dilakukan, contohnya dengan aparat 
kepolisian, dinas perhubungan, dinas PUPR, dinas kesehatan, dinas 
sosial, kepala wilayah di setiap kecamatan, kepala desa, tokoh 
masyarakat, terutama yang terkena dampak lingkungan dari 
kegiatan-kegiatan pertambangan ataupun jenis usaha lainnya. 
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b. Efektivitas 

P : Apakah menurut Bapak pelayanan Izin Lingkungan Dokumen 
AMDAL clan lJKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup 
efektif? Kalau ya. apakah masih bisa ditingkatkan lagi? Jika belum, 
apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pelayauau? 

I Menurut Saya sudah cukup efektif. tetapi perlu ditingkatkan lagi ke 
arah yang lebih baik. apalagi tidak lama lagi ada peraturau baru dari 
pusat tentang sistem OSS, melalui jaringan online serta bekerja sama 
dengau Kantor perijinanl PTSP (Perijinan Terpadu Satu Pintu) untuk 
penerbitan perijinan, harapannya proses perijinan ak.an lebih efektif 
lagi. 

P : Untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DLH Pak? 
I : Pertama dengan meningkatkan kemampuan SDM, yaitu mengikuti 

pelatihan-pelatihfil1, y·a.iig kedua penyediwi sapras (gedw1g, fasilitas 
pelayauau meja- kursi, A TK, elektronik, sound system, dll). 

P : Berdasarkau data dau tabel yaug telah diolah dapat terlihat masih 
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan, 
yaitu ada 31 perusahaau, Menurut Bapak apa yaug menjadi 
permasalahan dan penyebabnya? 

I Pertama perusahaan kekurangan dana, belum merasa perlu 
melakukan kegiatan/ produksi sehingga ada penundaan dulu, atau 
ada kendala lain seperti gangguan sosial : permasalahan dengan 
masyarakat, terkendala lahan, tidak mendapat dukungan dari 
masyarakat sekitar lahan tempat melakukan Izin usaha pada saat 
me!aksar1akan sosia!isasi, d!!. 

P : Jadi masalahnya bukau di proses pelayanan di Dinas ya Pak? 
I : Oh. bukan! Karena setiap Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang 

masuk dan diurus cepat oleh pelaku usaha, proses administrasi lancar 
dan lulus oleh tim verifikasi di sekretariat dan selanjutnya dinilai 
oleh TIM KP A, maka proses keluarnya Izin Lingkunganjuga cepat. 

P Apakah setiap pelaku usaha sudah mengetahui prosedur dan 
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL Pak? 

I Rata-rata sudah tahu, karena setiap ada peraturan baru keluar di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun di Provinsi 
semua dinas/instansi terkait dan para pelaku usaha pasti diundang 
dan mendapatkan sosialisasi. 

P Kalau di kabupaten belum ada ya Pak? 
I Beberapa tahu..n ini belt~m ada; karena belum ada.11ya anggaran da.11 

kegiatan untuk sosialisasi. Tetapi, walaupun belwn ada anggaran 
sosialisasi, para pelaku usaha yang mengurus perijinan lingkungan 
tetap akan mendapat penjelasan dan arahan khususnya pada bidang 
yang menangani masalah dokwnen lingkungan yaitu di Bidang tata 
Lingkungan DLH Barito Timur. 
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c. Pelayanan Publik 

P : Apa saja faktor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya? 

I Ketidaksiapan dokumen pemohon, tennasuk data-data yang diminta 
pada proses administrasi pemohon, selanjutnya pada saat investigasi 
atau verifikasi data di lapangan banyak perusahaan yang belum 
memiliki kantor yang tetap atau susah dicari. 

P Selain faktor penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat 
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingku.rig~n Hidup, Pak? 

I Antara lain, faktor kerjasama dengan instansi terkait, selain itu 
kecepatan dan ketepatan pemohon atau pelaku usaha dalam 
melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses perijinan 
lingkungan. 

P Selanjutnya, bagaimana tingkat kesadaran masyarak.at atau pelaku 
usaha daiam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMuAL dan 
UKL-UPL, Pak? 

I Rata-rata cukup baik, hanya saja untuk pelaku usaha yang 
skala/substansi lebih kecil seperti bengkel dan hotel-hotel yang juga 
memiliki limbah belum ada yang mengurus, dimana terkendala 
belum adanya peraturan bupati sebagai payung hukum untuk 
penertiban. Tetapi, ad.a perbedaan dokumen lingkungan, untuk 
pelaku usaha yang lebih kecil substansinya mereka hanya wajib 
mengu.nJs SPPL atau Surat Pemyataan KesanggtJpan Pengelolaa.'l 
Lingkungan. 

P Pertanyaan terakhir Pak, terkait biayalatau tarif pelayanan proses 
perijinannya bagaimana Pak? 

I Sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, dimana segala 
biaya yang diperlukan dalam proses perijinan lingkungan di 
tanggung oieh pihak pemrakarsa. 

P Baiklah Pak, kiranya cukup sekian pertanyaan dari Saya, terima 
kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk Saya 
selama proses wawancara ini. 

I Sama-sama, semoga semuanya dilancarkan. 
P AminPak. 
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FEKTIVITAS PELA YANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

Hari Senin, Tanggal 03 September 2018 

Metode Wawancara: (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan, 

Kepala Seksi dan Pelaksana) 

A, Identitas Nara Somber/ Informan 2 (WI2,YH) 

Nama 

Jenis Kelamin 

Usia 

Jabatan 

Pendidikan T erakhir 

Yulli Hefirianti, ST 

Perempuan 

41 Talmn 

Kabid. Tata Lingkungan DLH Kabupaten 

Barito Timur 

SI T eknik Lingkungan 

B. Percakapan Terkait Kebijakan Pemerintah, Efektivitas dan Pelayanan 

Publik 

P : Selamat Siang lbu! 
I : Selamat Siangjuga Bu Dewi! 
P : T erkait dengan penelitian Say a ten tang Efektivitas pelayanan di 

Dinas, ada beberapa hal yang ingin Saya ketahui lebih dalam lagi. 
i : Baikiah, silahkan Bu Dewi. 
P : Yang ingin Sa ya tanyakan, apa saja bentuk dukungan berupa dana 

dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait implementasi 
peraturan dan perundang-undangan yang mengatur masalah perijinan 
lingkungan? 

I Untuk tahun ini hanya ada dana untuk kegiatan monitoring dan 
pelaksanaan/penerapan dokumen lingkungan, yaitu sebesar Rp. 
5.105.000,-. Dapat dibayangkan sangat minim, Mudah-mudahan ke 
depannya lagi dapat ditingkatkan. Untuk masalah terkait 
implementasi peraturan perijinan di daerah, adalah masih belum 
adanya Peraturan Bupati sebagai substansi dasar untuk mengatur 
tentang rencana data jenis usaha, yang wajib untuk UKL·UPL, yang 
nan tin ya diharapkan pada T ahun 2019 terealisasi, sedangkan untuk 
penilaian Dokumen AMDAL Kita diwajibkan mengikuti aturan 
pusat baik itu dari UU RI No.32 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan turunannya dan PP 
atau Peraturan Pemerintah lainnya. Sedangkan untuk bentuk 
dukungan yang diperlukan yaitu berupa dana di anggaran DLH, 
seperti kegiatan pengawasan serta verifikasi dan implementasi 
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di lapangan. Sedangkan untuk 
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proses administrasi, rapat dan presentasi Dokurnen AMDAL itu di 
dibebankan pada pernrakarsa. 

P : Apakah dalam proses Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan 
UKL-UPL juga memerlukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas 
instansi lainnya? 

I Perlu sekali, khususnya dalam hal proses penilaian dokurnen tersebut 
apakah Iayak atau tidak terhadap lingkungan, misalnya dengan 
instansi PU terkait kesesuaian tata ruang atau tidak, selain koordinasi 
aI1tru dinas di Kabupaten Ba.."ito Timur, juga dipeilukan kooidL.1asi 
dengan kabupaten lainnya bahkan ke provinsi/ pusat, karena 
terkendala dengan dana, maka untuk koordinasi sering dilakukan via 
telpon dan email. Banyak ha! yang perlu dikoordinasikan, yaitu 
masalah seperti terkait peraturan-peraturan yang baru keluar, 
penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dari peraturan, yang 
sering membingungkan contohnya : penentuan substansi jenis usaha 
dengan luasan apakah wajib AMDAL atau hanya UKL-UPL, 
ataupun ketika terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dengan 
pelaku usaha/ pihak perusahaan, selain itu jika posisi perusahaan 
yang berada di 2 wilayah Kabupaten maka wewenang pengurusan 
Izin Lingkungan berada di Provinsi tapi tetap perlu sating koordinasi 
antar wilayah yang kena dampak. Selain itu juga untuk Dokwnen 
AMDAL diperlukan penilaian oleh TIM Teknis dan TIM Sekretariat 
y·a..1g di SK oleh Kadis DLH selaku Ketua KP A yang teiTiiuat di PP 
RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang lzin Lingkungan dan PermenLH 
RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaaan Dokurnen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin 
Lingkungan, yang anggotanya berasal dari bidang maupun instansi 
lainya, serta pemeriksaan secara substantif untuk formulir dan 
dokumen UKL-UPL, sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh 
pihak pemrakarsa ( contohnya Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertarnbangan, Dinas Pertanian, dll). 

b. Efektivitas 

P : Apakah menurut lbu peiayanan izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup efektif? 

I : Secara administrasi sud.ah efektif. 
P : Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi? 
I : Bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan didukung sarana dan prasarana 

seperti ruang penilaian/pemeriksaan dokurnen, aula rapat presentasi 
AMDAL dan UKL-UPL, Labaratorium, serta ruang penyimpanan 
dokwnen. 

P : Apakah ada upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan supaya lebih 
efisien dan efektif? 

I : Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan menyusun Kegiatan 
dan progra.i'TI, untuk pembuata.1 Perbup baru, dimaria masih dala.'11 
bentuk draf dan termuat pada Renja Tahun 2019. 

43743.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



P : Selain faktor penghambat, faktor-faktor apa saja yang dapat 
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? 

I : Kelengkapan dokumen, data-data pendukung pelaku usaha, sehingga 
dokumen dapat diverifikasi 

P : Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih 
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan, 
Menurut Ibu apa yang menjadi pennasalahan dan penyebabnya? 

I l{al tersebut karena dari pihak perusa.'iaa.i1 sendiri yang tidak 
mengurus, karena berhenti di dokumen KA (Kerangka Acuan) 
ANDAL, bisa terkait masalah biaya pembuatan dokumen dengan 
pihak konsultan, ataupun ada konflik intern dalam perusahaan itu 
sendiri, sehingga tidak diteruskan. 

P Apakah setiap pelaku usaha sudah mengetahui prosedur dan 
persyaratan dalarn pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL? 

I Tidak semua. Belum adanya angaran dan kegiatan unruk sosialisasi, 
seperti Klinik rawat inap, bengkel, hotel, masih banyak belum 
mengurus Izin Lingkungan. 

P .A.pa saja yang menjadi dasar huku.rn dalam proses pe!ayar1a.fl !zin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Dasar Hukum Peraturan UU RI Nomor 32 Tahun 2009, PP RI 
Nomor 27 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013, 
PermenLH RI Nomor 05 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 17 
Tahun 2012. 

P Bagaimana bagan aiur mekanisme clan tata cara pengajuan dan 
penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Untuk bagan/ alir mekanisme ada termuat pada PermenLH RI 
Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin 
Lingkungan, Lampi ran I, Halarnan 11 sarnpai 13. 

P Persiapan apakah yang harus dan perlu disediakan para pelaku usaha 
untuk persiapan pengurusan sampai keluar lzin Lingkungan? 

I Ta.'1.apan-tahapa.'1 yang harus di!aksanakan adal::ih sesuai dengan 
bagan/ alir mekanisme ada termuat pada PennenLH RI Nomor 08 
Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan 
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, 
Lampi ran 1, Halaman 11 sampai 13. 

P Apa target dan Standard Operational Procedure (SOP) yang akan 
dibuat untuk menunjang Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat 
diterapkan dengan baik di lapangan? 

I Untuk SOP sudah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 yang termuat di berkas 
Lisensi ditandangani oleh Kadis selaku Ketua KP A yang berlaku 
selarna 3 tahun atau pada Berkas KP A. 

P Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
pelayanan lzin Lingkungan Dokumen AMDALdan UKL-UPL? 
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I Kenyamanan dalam bekerja, sarana-prasarana lengkap, antara lain 
meningkatkan kemampuan SDM, 

P Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Sesuai dengan PennenLH Rl Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata 
La..~sa..'la. Pe!li1aian da.'1 Pe!!!eri_k~aaan Dokurnen Lingkungan Hidup 
serta Penerbitan Izin Lingkungan, dibutuhkan waktu paling lama 125 
hari sampai keluamya Izin Lingkungan. Tidak butub lama, dengan 
syarat data lengkap tennuat pada Dokumen AMDAL dan 
pelaksanaan sesuai dengan tata laksana pada peraturan, maka 
keluarnya Izin Lingkungan cenderung lebih cepat. 

c. Pelayanan Publik 
P Bagaimana dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, dalam ha! 

pengembangan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan publik? 
I Sangat mendukung, tapi terkendala pada dana, sehingga banyaknya 

pelatihan terkait AMDAL yang tidak terikuti pada tahun anggaran 
2018, hanya pada tahun 2017 ada mengirimkan 5 personil untuk 
mengikuti pelatihan AMDAL di Banjarbaru, Provinsi K.alimantan 
Tengah. Kalau tahun-tahun sebelumnya bahkan ke luar pulau yaitu 
pelatihan AMD . .i\L yang di!a!r~a.11aka.11 oleh UGM (Universitas Gaja.'1 
Mada) di Yogyakarta. 

P Apa saja fak.tor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya? 

I - Belum adanya Perbup. UKL-UPL untuk penetapan daftar/ jenis 
usaha irencana kegiatan yang wajib dilengk:api UKL-UPL di 
K.abupaten Barito Timur; 

- Terkendala dana untuk pelatihan SDM terkait dengan peraturan 
Kajian Dampak Lingkungan. 

P Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam 
pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I - Masih kurang contohnya : Hotel, bengkel, dll. 
- Kurangnya sosialisasi, terbukti masih banyaknya komplain 

masyarakat mengenai dokumen lingkungan. 
- Tidak adanya sanksi (Peraturan penerapan sanksi PermenLHK 
Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi 
Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 

P Bagaimana dengan target pencapaian pelayanan publik terhadap 
pelaku usaha untuk mengurus Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL? 

I Seharusnya, memang ada target tahun 1n1 2018 dengan 
dikeluarkanya Perbup, tetapi walaupun belum ada Perbup, Peraturan 
Menteri juga bisa dilaksanakan untuk diberlakukannya pengurusan 
lzin Lingkungan dan turunannya pada jenis usaha yang lebih kecil 
tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti hotel dan 
bengkel, dll. 

P Bagairnana ketersedian terhadap fasilitas sarana-prasarana pelayanan 
publik Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 
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I - Sudah ada tersedia aula atau ruang rapat, tetapi kurang besar 
terutama jika dilaksanakan presentasi AMDAL yang banyak 
rnengundang masyarakat, LSM, dinas instansi terkait, aparatur 
desa, kecamatan, Tim teknis dan Sektretariat AMDAL, dll; 

- LCD belum ada masih meminjam oleh hilang; 
- Ga..nset jika ada pemada.ma..Tl !istrik; 
- Meja dan kursi rapat; 
- Tempat penyimpanan dokumen belum ada., sementara ini 

menggunakan tempat garasi mobil dinas Kadis DLH. 
- Ruang tunggu pengajuan dan penilaian Dokumen AMDAL, untuk 

proses perijinan. 
P Apakah produk dari lzin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL­

UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha? 
l Sudah syah, legal untuk melanjutkan ke !zin usaha 
P Apakah pengenaan biaya/tarif pelayanan sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangannya? 
I Sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang termuat di 

PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana 
Penilaian dan Perneriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta 
Penerbitan Izin Lingkungan, pada BAB IV Pendanaan, pasal 30 sld 
32 dan bahwa segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan basil 
kesepakatan bersama. 

P Tefuna kasih baityak lbu, Saya rasa cukup sarr1pai disini dulu, atas 
waktunya dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk 
penelitian, Saya mengucapkan banyak terima kasih. 

I Sama-sama Thu Dewi, Tuhan Memberkati. 
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FEKTIVITAS PELAY ANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Hari Kamis, Tanggal 13 September 2018 

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidaog Tata Lingkuogan, 

Kepala Seksi dan Pelaksana) 

A. ldentitas Nara Sumber/ Informan 3 (WI3,Vr) 

Nama 

Jenis Kelamin 

Usia 

Jabatan 

Pendidikan Terakhir 

Veralita, S. Hut 

Perempuan 

37 Tahun 

Kasi. Kajian Dampak Lingkungan DLH 

Kabupaten Barito Timur 

SI kehutanan 

B. Percakapan Terkait Kebijakan Pemerintah, Efektivitas dan Pelayanan 

Publik 

P : Selamat Siang Bu Vera 
I : Selamat Siangjuga Bu Dewi 
P : Terkait dengan penelitian Saya tentang Efektivitas pelayanan di 

Dinas, ada beberapa hal yang ingin Saya ketahui lebih dalam lagi. 
i : Baikiah, silahkan Bu Dewi 
P : Maaf, sebelumnya !bu, walaupun untuk ukuran jabatan Kita tidak 

sebagai pembuat kebijakan, tetapi Kita minimal tahu situasi dan 
kondisi di Dinas/Instasi Kita? 

I : Benar sekali Bu. 
P : Yang ingin Saya tanyakan, apa saja bentuk dukungan dan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah terkait implementasi peraturan dan 
perundang-undangan yang mengatur masalah perijinan lingkungan? 

I Untuk masalah tersebut, yang Saya ketahui adalah masih belurn 
adanya Peraturan Bupati sebagai substansi dasar untuk mengatur 
tentang rencana data jenis usaha, yang wajib untuk UKL-UPL, 
sedangkan Uiituk penilaian DokwTien A~1DAL Kita diwajibkan 
mengikuti aturan pusat baik itu dari UU RI No.32 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan 
turunannya dan PP atau Peraturan Pemerintah lainnya. Sedangkan 
untuk bentuk dukungan yang diperlukan yaitu berupa dana di 
anggaran DLH, seperti kegiatan pengawasan serta verifikasi dan 
implementasi Dokurnen AMDAL dan UKL-UPL di lapangan. 

P : Apakah dalam proses Izin Lingkungan Dokurnen AMDAL dan 
UKL-UPL juga memerlukan koordinasi atau kerjasama dengan dinas 
instansi lainnya? 
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I Perlu sekali, diperlukan koordinasi terutama untuk Dokumen 
AMDAL diperlukan penilaian oleh TIM Teknis dan TIM Sekretariat 
yang di SK oleh Kadis DLH selaku Ketua KP A yang tennuat di PP 
RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan PennenLH 
RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksrtart11 Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbita.11 Izin 
Lingkungan, yang anggotanya berasal dari bidang maupun instansi 
lainya, serta pemeriksaan secara substantif untuk formulir dan 
dokumen UKL-UPL, sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh 
pihak pemrakarsa ( contohnya Dinas Kesehatan, Dinas 
Pertambangan, Dinas Pertanian, dll). 

b. Efektivitas 

P : Apakah menurut !bu pelayanan lzin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup efektif' 

I : Secara administrasi sudah efektif. 
P : Kalau ya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi upaya-upaya dalam 

peningkatan pelayanan supaya lebih efisien dan efektif? 
I : Bisa ditingkatkan lagi, yaitu dengan didukung sarana dan prasarana 

seperti ruang penilaian/pemeriksaan dokumen, aula rapat presentasi 
AMDAL dan UKL-UPL, Labaratorium, serta ruang penyimpanan 
dokumen. 

P ; Sela.in fa..ktor peng__harnbat; fa.l(tor-fa.~tor a.pa saja ya.ng dapat 
mendukung proses pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? 

I Seperti yang telah Saya ungkapkan di atas, yaitu dari faktor SDM 
dimana perlunya mengikuti pelatihan AMDAL, AMDAL A untuk 
Dasar, AMDAL B untuk Penyusunan, dan AMDAL C untuk 
Peniiaian. 

P : Berdasarkan data dan tabel yang telah diolah dapat terlihat masih 
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Lingkungan, 
Menurut lbu apa yang menjadi permasalahan dan penyebabnya? 

I Biasanya perusahaan tidak beroperasi atau stagnan, sehingga baru 
sampai KA (Kerangka Acuan) ANDAL yang hanya berlaku selarna 
3 Tahun dan jika lewat pihak perusahaan/pemrakarsa wajib membuat 
ulang dokumen. Sedangkan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang 
te!a.li dibnrtt sebelll'11 PP RI Nomor 27 Ta..hun 2012 Tenta.11g lzin 
Lingkungan yang tennuat pada BAB IX Ketentuan Penutup, Pasal 
73 yang tertulis "Dokumen Lingkungan yang telah mendapat 
persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, 
dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin 
Lingkungan" 

P Apakah setiap peiaku usaha sudah mengetahui prosedur clan 
persyaratan dalam pengurusan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL? 

I Tidak semua Belum adanya angaran dan kegiatan untuk sosialisasi, 
seperti Klinik rawat inap, bengkel, hotel, masih banyak belum 
megurus Izin Lingkungan. 
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P Apa saja yang menjadi dasar huknm dalarn proses pelayanan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Dasar Hukum Peraturan UU RI Nomor 32 Tahun 2009, PP RI 
Nomor 27 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013, 
PermenLH RI Nomor 05 Tahun 2012, PermenLH RI Nomor 17 
Tahun2012. 

P Bagaimana bagan alur mekanisme dan tata cara pengajuan clan 
penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Untuk bagan/ alir mekanisme ada tennuat pada PermenLH RI 
Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaaan Dokwnen Lingk.ungan Hidup serta Penerbitan Izin 
Lingku..t"J.gan, Lampi ran. 1, Halaman 11 sa.rnpai 13. 

P Persiapan apakah yang harus dan perlu disediakan para pelaku usaha 
untuk persiapan pengurusan sampai keluar Izin Lingkungan? 

I Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan antara lain : 
- Permohonan arahan kajian teknis (dalarn bentuk koordinasi dan 

konsultasi); 
- Untuk Doknmen AMDAL dan UKL-UPL, membuat doknmen 

Lingkungan (AMDAL) bisa dibantu oleh pihak ke-3 atau 
konsultan, LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan)/ perorangan 
yang bersertifikasi; 

- Presentasi/ mengajukan permohonan penilaian Dokwnen 
(AMDAL-KA. ANDAL); 

- Keluamya persetujuan, apabila telah disetujui oleh Kadis sekaligus 
Ketua KPA (Komisi Penilai AMDAL); 

- Penyusunan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL; 
- Pengajuan Penilaian oleh Pem.rakarsa; 
- Jika tidak disetujui, maka dokumen ditolak (Tidak) dan jika 

disetujui (Ya) oleh Ketua KP A maka dikelllilika.1 rekomendasi; 
- Mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 
- Terakhir dikeluarkan Izin Lingkungan oleh Kepala Daerah. 

P Apa target dan (SOP) Standard Operational Prosedure yang akan 
dibuat untuk menunjang Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dapat 
diterapkan dengan baik di lapangan? 

I Untuk SOP sudah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 yang termuat di berkas 
Lisensi ditandangani oleh Kadis selaku Ketua KPA yang berlaku 
selarna 3 tahun atau pada Berkas KP A. 

P Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Antara lain meningkatkan kemarnpuan SDM, dari pihak pemrakarsa 
atau pelaku usaha untuk dapat memberi data yang solid, bekerja 
n.-.n,,.,,; dengan sou l.'"~g fol<]'!-- ..l:l. •• .-.+ :X:O:<luaI l l Ja.J.l l\;;IU.U 1.111,JLUl.l. 

P Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan Izin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Tidak butuh lama, dengan syarat data lengkap termuat pada 
Dokumen AMDAL dan pelaksanaan sesuai dengan tata laksana pada 
peraturan, maka keluamya Izin Lingkungan cenderung lebih cepat. 
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Pada bagan/alir pengurusan proses izin lingkwigan paling lama 
adalah 125 hari. 

P Jadi, rata-rata yang mengurus tidak ada yang melewati dari 
ketentuan? 

I Tidak, karena setiap dokumen yang masuk harus cepat diproses 
sesuai prosedur, sehingga rata-rata yang mengurus Izin Lingkungan 
Dokumen AMDAL dan UKL-UPL hanya memerlukan 3 bulan 
sudah keluar, bahkan paling cepat bisa 2 bulan. 

P Cepat juga Bu ya prosesnya? 
I Benar sekali karena adanya Tim-tim yang telah dibentuk, baik itu 

dari Tim sekretariat, Tim KP A (Komisis Penilai AMDAL) serta ada 
3 orang staf di seksi Saya, dimana 1 orang yang berstatus PNS dan 2 
orang masih Honorer. 

P Berarti dengan 3 orang personil/ atau staf di seksi Ibu Vera yang 
menangani seksi Kajian Dampak Lingkungan, sekaligus mengurus 
pelayanan perijinan sudah dianggap cukup Bu? 

I Tidak masalah Bu, karena adanya tim sekeretariat lagi yang terdiri 
dari lintas seksi bahk.an lintas bidang, yang nantinya membantu 
dalam proses pelayanan administrasi. 

c. Pelayanan Publik 
P Bagaimana dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal 

pengembangan SDM wituk meningkatkan mutu pelayanan publik? 
I Terkendala pada dai1a, sehingga banyakttya pelatihan terkait 

AMDAL yang tidak terikuti. 
P Apa saja fak.tor penghambatnya dalam proses pelayanan Izin 

Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 
Lingkungan Hidup, serta cara mengatasinya? 

I Belum adanya Peraturan Bupati terkait UKL-UPL untuk penetapan 
daftar/ jenis usaha /rencana kegiatan yang wajib dilengkapi UKL­
UPL di Kabupaten Barito Timur serta masalah dana wituk 
pelatihan SOM. 

P Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam 
pengurusan Jzin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL? 

I Masih kurang, masih banyak pelak.u usaha, dimana usahanya 
memiliki dampak terhadap lingk:wigan tetapi belum mengurus ijin 
lingkungan. 

P Apa yang menjadi penyebab pennasalah di atas, menw-ut Ibu? 
Kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkwigan Hidup serta penerapan 
sanksi kepada pelaku usaha agar mengurus Izin Lingkwigan. 
(Peraturan penerapan sanksi PermenLHK Nomor 02 tahun 2013 
Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 

P Bagaimana dengan target pencapaian pelayanan publik terhadap 
pelaku usaha untuk mengurus Izin Lingkungan Dokumen AMDAL 
dan UKL-UPL? 
Seharusnya, memang ad.a target tahun int 2018 dengan 
dikeluarkanya Perbup, tetapi walaupun belum ada Perbup, Peraturan 
Menteri juga bisa dilaksanakan wituk diberlakukannya pengurusan 
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clan sanksi mengurus Izin Lingkungan dan turunannya pada jenis 
usaha yang lebih kecil tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan, 
seperti hotel dan bengkel, dll. 

P Apakah produk dari lzin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL­
UPL ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha? 

I Iya, sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk mengurus Izin Usaha. 
P Apakah pengenaan biaya/tarif pelayanan sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangannya? 
I Sudah sesuai dengai1 pedorrwri da..1 peiatura.1 yang teffiluat di 

PermenLH RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksaua 
Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta 
Penerbitan Izin Lingkungan, pada BAB IV Pendanaan, pasal 30 sld 
32. 

P T erima kasih Ibu Vera, atas waktunya dalam memberikan infonnasi 
yang diperlukan untuk penelitian, Saya mengucapkan banyak terima 
kasih. 

I Sama-sama lbu Dewi. 
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FEKTIVITAS PELA YANAN PERIJINAN DOKUMEN (AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Harl Selasa, Tanggal 18 September 2018 

Metode Wawancara : (Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Lingkungan, 

Kepala Seksi dan Pelaksana) 

A. ldentitas Nara Somber/ Informan 4 (Wl4,ER) 

Nama Erwin Raharjo, ST, MT 

Jenis Kelamin 

Usia 

Jabatan 

DLH 

Pendidikan Terakhir 

Laki-laki 

30 Tahun 

Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Kabupaten Barito Timur 

S2 Lingkungan 

B. Percakapan Terkait Efektivitas dan Pelayanan Publik 

P Selamat Siang saudara Erwin. 
I Selamat Siang Bu 
P Mohon izin waktunya sebentar saudara Erwin, terkait penelitian 

Saya tentang pelayanan pengurusan perijinan, dimana Saudara 
Erwin sebagai staf pelaksana yang selama ini bersentuhan langsung 
dalarn proses administrasi dokumen lingkungan, suka dukanya? 

I Kalau Saya !bu, sebagai staf di Seksi Kajian Dampak Lingkungan 
ada 3 orang, yaitu Saya sendiri yang PNS, sedangkan 2 orang Iagi 
masih honorer, tetapi walaupun masih honorer, masalai.'i pekerjaan 
mereka tidak diragukan lagi. 

P Baiklah saudara Erwin, apa yang menjadi tugas clan kewajiban 
sebagai seorang staf yang menjadi ujung tornbak dalam 
memberikan pelayanan, terutama dalam hal administrasi pelayanan 
perijinan dokumen lingkungan di Bidang Tata Lingkungan ini? 

I Kalau kami Bu, bekerja itu sesuai dengan instruksi yang di atas dan 
kami siap untuk melaksanakannya, asalkan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 

P Apakah menurut saudara Erwin ada Faktor-faktor yang 
menghambat dalam proses pelayanan untuk pengurusan Ijin 
Lingkunga.11 Doku.rnen .A_M:DAL dan UKL-UPL di Dinas 
Lingkungan Hidup selama ini? 

I Menurut Saya pelayanan perijinan di DLH sudah cukup efektif, 
dapat dilihat pada log book serta bagan/ alur pengurusan perijinan, 
namun biasanya kendalanya yang sering terjadi adalah pada waktu 
penyusunan dokumen yang dilakukan oleh tim ahli atau tim 
konsultan yang khusus untuk membantu pihak pemrakarsa/ pelaku 
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usaha, yang agak lama dan sering memakan waktu. Tetapi, 
semuanya dapat diatasi selama proses penilaian Dokumen AMDAL 
tetap berjalan, pihak pemrakarsa/pelaku usaha tetap memenuhi 
kelengkapan dokumen serta kajian lingkungan yang diperlukan. 

P Menurut Saudara Faktor-faktor apa saja yang mendukung Saudara 
dalarn melaksanakan tugas pelayanan perijinan di DLH? 

I Menurut Saya adalah arahan yang jelas dari atasan, sikap yang 
kooperatif dari para pelaku usaha dan pihak konsultan untuk 
memberikwt dokwtten Arv1DAL dai.1 UKL_UPL w1tuk dinilai dw1 
diverifikasi di Tim sekretariat, data-data dan kelengkapan 
administrasi lengkap, serta keperluan lainnya terutama ATK dan 
fasilitas seperti Laptop, Printer dapat berfungsi dengan baik ketika 
digunakan. 

P Apa yang perlu dilakukan oleh Saudara untuk meningkatkan 
kualitas mutu pelayanan perijinan serta dukungan dari DLH? 

I Sebaiknya pegawai diberikan diklat/bimtek untuk memaharni 
proses AMDAL dan UKL-UPL, selain itu pegawai juga wajib 
membaca peraturan mengenai proses AMDAL dan UKL-UPL. 

P Kalau Saudara Erwin apakah sudah pemah mengikut pelatihan 
AMDAL? 

I Sudah Bu, AMDAL A dan C, tetapi staf yang honoremya belum 
pemah Bu, walaupun demikian mereka juga memahami prosesnya 
kaiena sudah terbiasa mengerjakw-u-1y·a. 

P Fasilitas apa saja yang menurut Saudara perlu disediakan di Dinas 
Lingkungan Hidup terkait dalam memberikan layanan perijinan? 

I Tambahan sarana dan prasarananya Bu, seperti ruang tunggu, meja 
dan kursi. Tetapi selama ini masih teratasi karena yang mengurus 
Izin Lingkungan tidak setiap hari yang datang dan tidak dalarn 
jumlah banyak Bu. 

P Hal-hal apa saja yang sering terjadi sehingga proses pelayanan 
administrasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL bisa terharnbat? 

I Memerlukan waktu yang agak lama itu pada waktu menunggu dari 
pihak pemrakarsa diwakili oleh tim konsultan, pada saat 
penyusunan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL, setelah itu ada 
dokumen perbaikan, sarnpai pada dokumen final yang menjadi 
dasar penerbitan Izin Lingkungan, sehingga waktu yang diperlukan 
untuk penerbitan Izin Lingkungannya menjadi agak lama. 

P Jadi, menurut Saudara, apakah proses pelayanan terasa lama, 
panjang dan berbelit-belit Pak? 

I Tidak, itu tergWitung pada kesiapm1 adrr1inistrasi Dukwuen 
AMDAL dan UKL-UPL yang akan dinilai, dan disitulah togas 
Kami sebagai pelaksana dan petugas di pelayanan publik, yang siap 
membantu dalam proses adrninistrasi dan memberikan informasi 
sehingga semuanya dapat berjalan beriringan dan dapat 
terselesaikan dengan baik. 

P Berarti untuk proses pelayanannya apakah sudah sesuai dengan 
prosedur yang berlaku dan sudah sesuai tahapannya. 
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I Benar, DLH sudah melayani semaksimal mungkin dan sudah 
sesuai dengan prosedur. 

P Apa saja yang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
efektivitas pelayanan Izin Lingkungan Dokumen AMDALdan 
UKL-UPL? 

I Mengingat peraturan dapat berubah-ubah maka diharapkan kepada 
para pelaku usaha agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi 
terlebih dahulu jika akan melakukan/memproses Izin Lingkungan. 

P Terns bagaimana denga..1 proses pelayanan perijina.1 DokuJnen 
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? Apakah ada 
perbedaan ataupun perubahan setiap tahunnya? 

I Tergantung dengan peraturan dari pusat, sekarang ada barn keluar 
peraturan baru dengan sistem OSS (Online Single Submission), 
yaitu Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang 
terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik. 

P Apakah sudah mulai diterapkan? 
I Belum Bu, karena dari pusat dan provinsi belum ada sosialisasi, 

jadi di daerah masih menggunakan prosedur yang lama. 
P Baik.lab, Saudara Erwin terima kasih atas waktunya, cukup sekian 

<lulu yang ingin Saya tanyakan 
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EFEKTIVITAS PELAY ANAN PERIJINAN (DOKUMEN AMDAL DAN 
UKL-UPL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Somber Peoilaiao : (Pelaku Usaha Perusahaan Perkebunan Kelapa 
Sawit di \Viluyah Kibupaten Baritu Timur yang wajib mengurus 

Dokumen AMDAL dan UKL-UPL 

Hari Kamis, Tanggal 20 September 2018 

A. ldentitas Nara Somber /Informan 5 (WIS,HS) 

Nama 

Jenis Kelamin 

Usia 

Jabatan 

Pendidikan T erakbir 

Perusa haan 

Herbert Siabaan 

Laki-laki 

34 Tabun 

EHS Staf 

Sl Kimia 

PT. Sawit Graba Manunggal (SGM) 

B. Percakapan Terkait Efektivitas dan Pelayanan Publik 

P Selamat Siang Pak .. 
I Se1an1at Siar1g Bu 
P Mohon izin waktunya sebentar Pak, terkait penelitian Saya tentang 

pelayanan pengurusan perijinan, dirnana berdasarkan data yang ada di 
DLH, PT SGM pada bulan Maret Tabun 2017 ada mengajukan 
Dokumen AMDAL untuk memperoleh Izin Lingkungan? 

I Benar sekali !bu, dan Saya sendiri yang dipercayakan oleh pihak 
perusahaan yang mengurus ke DLH. 

P Baiklab Pak, yang perlu Saya ketahui adalab sebelunmya Bapak sudab 
mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pengurusan Ijin 
Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Barito Timur? 

I Belum mengetahui Bu, terkait dengan masa kerja Saya yang baru 1 
Tabun di PT. SGM, tetapi ha! itu tidak menjadi masalab Bu, setelab 
Kami dari PT. SGM menghadap langsung ke Kabid AMDAL .. 

P Koieksi Pak, Kabid Tata LingkuJ1gan. Kalau dulu memang nama 
bidangnya AMDAL. 

I Ha,ha ... Benar Bu, sama !bu Yuli dengan !bu Veralita kasinya, Kami 
mendapatkan penjelasan, apa-apa saja persyaratan maupun prosedural 
yang harus dipenuhi pihak perusabaan untuk melengkapi pengajuan 
Dokumen AMDAL. 

P Sebelumnya, apakab Bapak pemab mengurus Izin Lingkungan di 
daerah atau di kabupaten lainnya? 

I Pemab Bu di wilayab Sumatera, tidak ada perbedaan prosedural 
pengurusan, hanya berbeda nama pengajuan kegiatan saja, dimana 
Kami pada tahun 2017 tersebut mengurus Addendum AMDAL, terkait 
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ada penambahan kegiatan baru yaitu Pembangunan Perkebunan dan 
pabrik Kelapa Sawit (Kegiatan Biogas, Komposting dan Water 
Reservior). 

P Apakah menurut Bapak ada Faktor-faktor yang mengharnbat dalam 
memenuhi peryaratan untuk pengurusan Ijin Lingkungan Dokumen 
A~MDAL dan UKL-LTPL di Dinas Lingkungan Hidup; Pak? 

I Dalam pengurusan Addendum AMDAL tempo hari tidak ada Bu, faktor 
yang menghambat pengurusan, karena dari pihak perusaaan, walaupun 
Saya sendiri masih terhitung baru di PT. SGM, tetapi dengan dibantu 
pihak konsultan dalam menyiapkan dokumen maupun persyaratan 
seperti pengisian fonnulir-formulimya, maupun dari kesiapan pihak 
dinas dalam memfasiiitasi setiap kegiatan, Kami menjadi iebih 
dimudahkan dalam pengurusan dokumen. 

P Menurut Bapak Faktor-faktor apa saja yang mendukung Bapak dalam 
memenuhi peryaratan untuk pengurusan Ijin Lingkungan Dokumen 
Addendum AMDAL kemaren Pak? 

I Apa ya .... ? Kalau menurut Saya, yang terpenting itu faktor SDM, baik 
itu dari pihak konsultan maupun SDM di Dinas, selain itu ketersedian 
sarana-prasarana, serta danajuga Bu,haha .... 

P Ha,ha ..... Benar sekali Pak, kalau proses pelayanannya Pak, bagaimana? 
I Maksud !bu? 
P Maksudnya, apakah proses pelayanan apakah terasa lama, panjang dan 

berbelit-belit Pak? 
I Proses pelayanan Saya rasa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku 

dan sudah sesuai tahapannya. 
P Apakah persyaratan-persyaratan administrasi mudah dipahami dan 

dilengkapi Pak? 
I !ya Bu, prosesnya jadi mudah dipahami dan dilaksanakan karena 

sebelurunya sudah dijelaskan oleh petugas yang terkait dengan baik. 
P Masih ingat Pak sama petugasnya? 
I !ya sama Pak Erwin dan Pak Pazli, beliau berdua yang langsung 

mengurus dan menyerahkan lembar-lembar formulir dan menjelaskan 
apa-apa saja persyaratannya, selain yang sudah disampaikan sama Ibu 
kasinya, Ibu Vera. 

P Apakah waktu yang dibutuhkan Bapak kemaren pada saat mengurus 
Dokumen AMDAL sampai keluarnya izin lingkungan sudah sesuai 
tiarapan? 

I Sudah sesuai Bu, dari masa ekpose ke publiklmasyarakat sampai 
keluarnya izin kira-kira memakan waktu 3 bulan. 

P Terkait dengan biaya pengurusannya bagaimana Pak? 
Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Atau ada yang 
berlebihan? 

J Untuk pengurusan lzinnya tidak dipungut biaya Bu. hanya saja selama 
proses perijinan, pembuatan dokumen AMDAL, sosialisasi ke 
masyarakat, uji publik dan biaya makan-minum rapat dan uang 
transport itu sernua ditanggung oleh pihak pemrakarsa. 
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P Menurut Bapak apakah produk dari ljin Lingkungan Dokumen 
AMDAL seperti yang telah Bapak urns dapat memberi kepastian 
hukwn ba~i para pelaku usaha? 

I T entu, karena telah ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dan 
Bupati Barito Timur sebagai pernegang otoritas di Barito Timur. 

P Apa saran Bapak untuk perbaikan pelayanan pengurusan perijinan di 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bartim? 

I Menurut Saya, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup segera memiliki 
Laboraturium Pengujian baik udara, air dan tanah yang terakreditasi 
seperti di Jawa, yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional), lwnayan Bu, 
kalau laboraturiwn tersedia di sini selain waktu maupun biaya juga 
dapat iebih hemat. 

P Fasilitas-fasilitas apa saja, menurut Bapak yang diperlukan agar 
mendukung kenyamanan dalam proses pengurusan ljin Lingkungan di 
Dinas Lingkungan Hidup? 

I Seperti yang telah Saya sebutkan di atas Bu, masalah Lab itu sangat 
penting karena kemaren Kami untuk basil lab, harus mengirim ke 
Jawa, lumayan Bu, kalau lab tersedia disini selain waktu rnaupun biaya 
juga dapat lebih hemat, kalau fasilitas lainnya Bu, waktu di Sumatera, 
maaf sebelumnya Bu, jadi membanding-bandingk:an. 

P Tidak apa-apa Pak. 
I Seperti pengalaman Saya waktu mengurus di Dinas Lingkungannya 

sudaf1 tersedia ru.ang khusus pengajuari. 
P Maksud Bapak ada tersendiri ya? 
I Benar Bu, seperti di Kantor Perijinan, sudah ada petugas, ruang tunggu, 

dan fasilitas lainnya. 
P Baik.lab Pak, terima kasih banyak atas informasi dan kerja sama Bapak 

dalarn membantu Saya, dan nantinya kalau masih ada yang kurang atau 
lupa Saya tanyakan, Saya mohon kernbali bantuannya Pak. 

I Sarna-sarna Bu, siap Bu .. Silahkan lbu hubungi Kami kembali. 
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EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAY ANAN PUBLIK DOKUMEN 
AMDAL DAN UKL-UPL DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

Somber Penilaian : (Pelaku Usaha Perusahaan Batubara di Wilayah 
Kabupaten Barito Timur yang wajib mengurus Dokumen A1\-'1DAL 

dan UKL-UPL) 

Hari Selasa, Tanggal 25 September 2018 

A. ldentitas Nara Somber /lnfonnan 6 (WI6,Sn) 

Nama 

JenisKelamin 

Usia 

Jabatan 

PendidikanTerakhir 

Perusahaan 

Sulaeman, S.Hl., M.H 

Laid -laid 

37 Tahun 

Legal Departament Head 

S2 Ilmu Hukum 

PT. Senamas Energindo Mineral 

C. Percakapan Terkait Efektivitas dan Pelayanan Publik 

P Selamat Siang Pak .. 
I Selar11at Siw1gjuga Bu 
P Mohon izin waktunya sebentar Pak, terkait penelitian Saya yang 

berjudul Efektivitas pelayanan pengurusan Izin Lingkungan, dimana 
berdasarkan data yang ada di DLH, PT SEM pada bulan Januari Tahun 
2018 ada mengajukan Dokumen AMDAL (Addendum) untuk 
memperoleh Izin Lingkungan? 

I Benar sekali lbu, Izin lingkungan tersebut diperlukan karena ad.a 
Kegiatan Penambahan Pit Tambang, sehingga Dokumen AMDAL yang 
lama menjadi ada perubahan. 

P lya Pak, dan Saya berterima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak 
untuk menjadi informan atau sumber informasi dalam wawancara ini, 
karena menurut keterangan dari Ibu Veralita, yaitu Kepala Seksi yang 
mengurus bidang Dampak Lingkungan, bahwa Bapak yang 
dipercayakan oleh PT. SEM untuk mengurus pengajuan Dokumen 
Ai\IDAL w1tuk dinilai sehinga layak memperoleh Izin Lingkw1gan. 

I Benar Bu, Saya sendiri yang dipercayakan oleh pihak perusahaan yang 
mengurus ke DLH dengan dibantu pihak konsultan. 

P Baiklah Pak, yang perlu Saya ketahui adalah sebelumnya, apakah 
Bapak sudah mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pengurusan 
ljin Lingkungan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL di Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur? 

I Sudah Bu, karena sebelumnya di Perusahaan Tambang lain, Saya juga 
pemah mengurus masalah Izin Lingkungan. 
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P Berdasarkan pengalaman Bapak yang pemah mengurus Izin 
Lingkungan di daerah atau di kabupaten lainnya? Apakah ada 
perbedaan 

I Pernah Bu, ada perbedaan prosedural pengurusan. 
P Contohnya seperti apa Pak? 
I Perbedaannya oleh terkait keluarnya peraturan yang barn B~ Kalau 

dulu Bu pengurusan hanya sampai Surat Keputusan Kelayakan 
Lingkungan (SKKL) perusahaan sudah dapat mengurus Izin Usaha, 
kalau seka.ia.ng hai.-us sainpai dokw11en final, ada bai1yak peibaika.it, 
dikeluarkan rekomendasi untuk memperoleh SKKL dan jika telah 
dinilai layak barulah keluar Izin Lingkungan. 

P Apakah yang Bapak rasakan selama proses pengurusan Dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup? Apa saran 
Bapak/ Jbu untuk perbaikan pengurusan perijinan lingkungan di Dinas 
Lingkungan Hidup? 

I Pengurusannya tidak terlalu rumit, Saran Saya adalah dalam 
pelaksanaan sidang AMDAL dan UKL-UPL cukup hanya 2 kali sidang 
(Sidang KA ANDAL dan sidang ANDAL), tidak usah ada sidang 
perbaikan lagi. 

P .l\paka.11 menu.nJt Bapak ada F~k.:tor-fa.k.:tor yang mengha.tnbat dala.m 
memenuhi peryaratan untuk pengurusan Ijin Lingkungan Dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup, Pak? 

I Dalam pengurusan Addendum AMDAL tempo hari tidak ada Bu 
P Menurut Bapak F aktor-faktor apa saja yang mendukung Bapak dalarn 

rnemenuhi peryaratan untuk pengurusan lj in Lingkungan Dokwnen 
Addendum AMDAL kemaren Pak? 

I Faktor komunikasi Bu. 
P Maksudnya Pak? 
I Y aaa, faktor komunikasi yang paling penting, karena Kami sendiri dari 

pihak Pemrakarsa atau PT. SEM lebih mudah bergerak dalarn 
pemenuhan data dan proses administrasi penilaian dokumen AMDAL, 
dikarenakan petugas yang menangani cepat tanggap dalam memberikan 
informasi terutama pada saat verifikasi dokumen AMDAL. 

P Kalau proses pelaya.11w.nya Pak, bagai111.ana? 
I Maksudnya Bu? 
P Maksudnya, apakah proses pelayanan apakah terasa lama, panjang dan 

berbelit-belit Pak? 
l Tidak Bu. 
P BenarPak? 
I Benar Bu, Proses pelayanan Saya rasa sudah sesuai dengan prosedur 

yang berlaku dan sudah sesuai tahapannya. 
P Iya Pak, memang karena berdasarkan rekab data yang ad.a di Log book, 

dapat Kita lihat proses perijinan hanya memakan waktu 2 bulan. 
I Benar Bu, karena dokumen yang Kami urus hanya Addendum, yaitu 

adanya penambahan kegiatan baru, tapi tetap sesuai dengan peraturan, 
harus juga diurus Izin Lingkungannya. 

P Berarti, untuk masalah persyaratan-persyaratan administrasi mud.ah 
dinahami dan dilenllkani va Pak? -·.r------- ---- ------o--··r·.; - - --·· 
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I lya Bu, mudah dipahami, tetapi agak sulit untuk melengkapi sebagian 
dokumen, misalnya Surat Keterangan Tata Ruang dan Hasil Uji Lab. 

P Sebenarnya sama saja Pak, hanya saja untuk Surat keterangan Tata 
Ruang itu diperoleh dari Dinas PUPR, sedangkan untuk basil Lab 
karena Lab yang ada di Dinas Lingkungan belurn terakreditasi, jadi 
ha..n1s dari luar Pak. 

I Mudah-mudahan ke deparmya ya Bu, lebih dimudahkan. 
P Benar Pak, semuanya selain terkendala dana, juga kurangnya SOM di 

Lab Pak. Kalau untuk masalah waktu yang dibutuhkan Bapak kemaren 
pada saat mengurus Dokumen AMDAL sampai keluarnya izin 
lingkungan, apakah sudah sesuai harapan? 

I Sudah Bu, karena dibutuhkan waktu kurang iebih 2 buian, hingga izin 
Lingkungarmya keluar 

P Terkait dengan biaya pengurusarmya bagaimana Pak? 
Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Atau ada yang 
berlebihan? 

I Sudah sesuai Bu, karena memang untuk pengurusan Izin terutama dari 
beberapa tahapan kegiatan, seperti sosialisasi ke masyarakat, jasa 
konsultan, presentasi dokumen, transportasi dan makan-minum rapat 
sampai keluarnya izin semua ditanggung oleh pihak pemrakarsa dalam 
hal ini PT. SEM sendiri. 

P dan menurut Bapak apakah produk dari Ijin Lingkungan Dokumen 
Atv1DAL seperti yang telai1 Bapak urus dapat memberi kepastian 
hukum bagi para pelaku usaha? 

I T entu, karena tel ah ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dan 
Bupati Barito Timur sebagai pemegang otoritas di Barito Timur. 

P Apa saran Bapak untuk perbaikan pelayanan pengurusan perijinan di 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bartim? 

I Menurut Saya, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup segera memiliki 
Laboratorium Pengujian baik udara, air dan tanah yang terakreditasi. 

P Fasilitas-fasilitas apa saja, menurut Bapak yang diperlukan agar 
mendukung kenyamanan dalam proses pengurusan ljin Lingkungan di 
Dinas Lingkungan Hidup? 

T Fasilitas Laboratorium, selain itu ada ruang tunggu tersendiri khusus 
untuk pengajuan dokumen, fasilitas AC, dan Wifi. 

P Benar Pak. 
I Selain itu, seperti pengalaiuan Saya waktu mengurus di Dinas 

Lingkungannya sudah tersedia ruang khusus pengajuan. 
P Mak.sud Bapak ada tersendiri ya? 
T Benar Bu, seperti di Kantor Perijinan, sudah ada petugas, ruang tunggu, 

dan fasilitas lainnya. 
P Baiklah Pak, terima kasih banyak atas informasi dan kerja sama Bapak 

dalam membantu Saya, dan nantinya kalau masih ada yang kurang atau 
lupa Saya tanyakan, Saya mohon kembali bantuannya Pak. 

I Sama-sama Bu, siap Bu .. Silahkan Ibu hubungi Kami kembali. 
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Lampiran 6. Daftar Log Book Pelaku Usaha yang mengurus proses perijinan 

A. IDENTITAS PEMRAKARSA Log Book 1 

KOMIS! AMDAL 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

Nama Pemrakarsa 

Jenis Usaha/Kegiatan 

SISTEM MANAJEMEN MUTU KOMISI 
AM DAL 

LOGBOOK 
PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL 

Halanai 1 
d<ri 
2 Halam<rl 

Pembangunan Perkebunan dan pabrik Kelapa Sawit (Kegiatan 
Biogas, Komposting dan Water Reservior) 

1 

Alamat I : I Pusat : ~~';.~s~~~alan DiPQnegorq K<iv 11 edang 

IDENTITAS PENYUSUN AMDAL 

Penyusun AMDAL D~ LPJP Peroranaan 
Nama LPJP CV. ANUGERAH ENIROPRATAMA 
No Reoistrasi LPJP 00101/LPJ/AMDAU-1/LRK/KLH 
Alamat LPJP Jalan seth Adji Nomor 04 Kelurahan Panarung, Kecamatan 

pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 

Tim Studi Na ma No. Sertifikasi KTPA/ATPA 
Ketua Tim Studi Parluhutan Dodo Binoto, LHK 564 00369 2017, berlaku s/d 

SP.,MP tahun 2020 
Annnnt::i Tim ••• •;:>;:>-- •••• • Fahru! !ndrajaya, ST., MT LHK 564 00366 2017 ber!aku std 

tahun 2020 
Anggota Tim Ratnayanty, S.Pd LHK 564 00368 2017 berlaku s/d 

tahun 2020 
Anggota Tim Yusep Redin, S.Hut. , LHK 564 00371 2017 berlaku s/d 

M.Si tahun 2020 
Anggota Tim Lery Jhon Titus, S.Pi LHK 564 00376 2017 berlaku s/d 

tahun 2020 
Anggota Tim Ir. Yansen Noky LSK lntakindo (001542/SKPA-

P2/LSK-INTAKINDO/Xl/2015), s/d 
tahun 2018 

Asisten Penyusun Amdal 
Ahli Sosial, Ekonomi Dody Enrico Baboe, SE 

Ahli Sosial Budaya Yantris Redianto, Spd.K 

Ahli Teknik lndustri Dorothea Sthallhani Jasi, 
ST 

Ahli KP~Ph::it::in I innk11nn::in 

t Ahli Kompoter 
~··- ··;;;J t . _ .. _ ... ---·· ...... ·-

Yerta Jadelmika 
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PROSES IZIN LINGKUNGAN, ANDAL DAN RKL-RPL (ADENDUM AMDAL) 

No. Tahapan Kegiatan 

1. Pengajuan Andal RKL-RPL oleh pemrakarsa 

2. Pengajuan IL oleh pemrakarsa 

3. Tanda Terima Berkas IL dan Andal RKL- RPL 

4. Uji administrasi IL dan 5'dll RICL-Rf!ll 
5. Penyampaian hasil uji administrasi IL dan 

Andal, RKL-RPL 

6. Penyampaian perbaikan/kelengkapan 
dokumen IL, Andal, RKL-RPL oleh 
pemrakarasa 

7. Tanda terima penyampaian perbaikan 
admlnistiasi 

8. Pernyataan kelengkapan administrasi 

9. Penyampaian Ookumen Andal RKL- RPL untuk 
rapat Tim Teknis dan KPA oleh Pemrkarasa 

10. Tanda terima Dokumen Andal RKL- RPL untuk 
rapat tim Teknis dan KPA 

11 . Undangan rapat Tim Teknis dan KPA 

12. PengumumanpermohonanlzinLingkungan 

13. Penilaian dokumen ANDAL, RKL- RPL oleh 
Tim Teknis dan KPA 

14. Penyampaian BA rapat tim teknis dan KPA 

15. Penyampaian notulensi rapat tim teknis dan 
KPA 

16. Penyampaian Andal RKL-RPL perbaikan oleh 
pemrakarsa 

17. Tanda terima Andal RKL-RPL perbaikan 
A" HS. Verifikasi hasil perbaikan dokumen Andai RKL-

RPL 

19. Penyampaian tanggapan perbaikan 

20. Hasil akhir Penilaian Andal RKL- RPL dari Tim 
Teknis ke Ketua KPA 

22. Keputusan Kelayakan Lingkungan 

No. SKKL 

23. lzin Lingkungan 

L ! No. IL 
tatan I 

I 

Tanggal 
Pelaksanaan 
l/Bulan/Tahun 

10 maret 201 7 

10 maret 201 7 

13 maret 2017 

14 maret 2017 

15 maret 2017 

21 maret 2017 

22 maret 2017 

24 maret 201 7 

27 Maret 2017 

27 Maret 2017 

27 Maret 2017 

10 April 2017 

10 April 2017 

10 April 2017 

19 April 2017 

20 April 2017 
-A A .._,~* I -- A-. 
LI Aprll LU I f 

25 April 2017 

26 April 2017 

20 Juni 2017 

189 Tahun 2017 

20 Juni 2017 

190 Tahun 2017 

Keterung1111 
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B. IDENTIT AS PEMRAKARSA Log Book 2 

• 
KOMISI AMDAL 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

Nama Pemrakarsa 

Jenis Usaha/Kegiatan 

/\I~"""<".)• 
r'\101110 .. 

SISTEM MANAJEMEN MUTU KOMISI 
AM DAL 

LOGBOOK 
PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL 

HalM!a13 
dM 
2Haaman 

PENAMBAHAN PIT TAMBANG/ PERTAMBANGAN 
BATU BARA 

Pusat : JI. AM. Sanaaii Rava no 11 L-M. RT.09/RW.07. 
V ,/ I • • 

Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 
Cabang : Jalan Negara Desa jaweten Rt 01 kecamatan 

Ousun Timur, kabuoaten Barito Timur 
IDENTITAS PENYUSUN AMDAL 

Penvusun AMOAL D LPJP 0Perorangan 
Nama LPjP -
No Registrasi LPJP -
Alamat LPJP -
Tim Studi Nam a No. Sertifikasi 

KTPA/ATPA 
Ketua Tim Studi Ors. Naiamuddin, M.Si LHK 564 00365 2017 
Anaaota Penvusun Hadi Subarian, SE LHK 564 00265 2017 
Anggota Penyusun Yosep Redin, S.Hut.,M.Si 031361/SKPA-

P1/LSK-
INTAKINOON/2015 

Tenaga Ahli 
Ahli Sosial, Ekonomi dan Dr. Andrie Elia Embang, 
Budava ~- .. ""' ' -=>t:. M.'=>I 

Ahli Kesehatan Masyarakat Trilianty Lestaria, S.Si. , 
M.Kes 

Ahli Geofisik Kimia Ir. Maltin Torang 

Ahli Tambang dan Geologi Bennie Brian Tonni 
Embang, ST 

Ahli PAmAt::i::in l ... .... _ ... ____ .. l . _ .. ,_ .. ,,, _ ,,,, __ , 
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PROSES IZIN LINGKUNGAN, ANDAL DAN RKL-RPL 

Tanggal 
No. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Keterangan 

T l/Bulanrrahun 
1. Pengajuan Andal RKL-RPL oleh pemrakarsa 17 - 1 - 2018 

2. Pengajuan IL oleh pemrakarsa 17 - 1 - 2018 

3. Tanda Terima Berkas IL dan Andal RKL-RPL 17 - 1 - 2018 

4. Uji administrasi IL dan ~L· fl,-:-
5. Penyampaian hasil uji administrasi IL dan Andal, 18 - 1 - 2018 

RKL-RPL 

6. Penyampaian perbaikan/kelengkapan dokumen -
IL, Andal, RKL-RPL oleh pemrakarasa 

7. Tanda terima penyampaian perbaikan -
administrasi 

8. Pernyataan kelengkapan administrasi 18-1-2018 

9. Penyampaian Dokumen Andal RKL-RPL untuk 19-1-2018 

rapat Tim Teknis dan KPA oleh Pemrkarasa 

10. Tanda terima Dokumen Andal RKL-RPL untuk 19 - 1 - 2018 
rapat tim Teknis dan KPA 

11. Undangan rapat Tim Teknis dan KPA 19 - 1 - 2018 

12. Pengumuman permohonan lzin Lingkungan 21 - 1-2018 

13. Penilaian dokumen ANDAL, RKL-RPL oleh Tim 05 -2 - 2018 

Teknis dan KPA 

14. Penyampaian BA rapat tim teknis dan KPA 05-2-2018 

15. Penyampaian notu!ensi rapat tim teknis dan KPA. 05 - 2 - 2018 

16. Penyampaian Andal RKL-RPL perbaikan oleh 07 - 2 - 2018 
pemrakarsa 

17. Tanda terima Andal RKL-RPL perbaikan 07 - 2 - 2018 

18. Verifikasi hasil perbaikan dokumen Andal RKL- 07 - 2 - 2018 
RPL 

19. Penyampaian tanggapan perbaikan 08 - 2 - 2018 

20. Hasil akhir Penilaian Andal RKL-RPL dari Tim 
Teknis ke Ketua KPA 

21 . Rekomendasi hasil penilaian akhir kepada 08 - 2 - 2018 
Gubernur I Bupati I Walikota 

...,,., 
"-"-· Kepuiusan Keiayakan Lingkungan "" ..., "ln'1 o 

V::1 - L - LV 10 

No. SKKL 73 Tahun 2018 

23. lzin Lingkungan 09-2 - 2018 

No. IL 74 Tahun 2018 

Catatan : 
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w 
BUPATI BARITO TIMUR 

PROVINSI KALDLUITAN TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR 
NOMOR ~').t> TAHUN 2017 

TE1'TANG 

PEMBElfTUIU.lf KO!fiS! PB!!!L.•.! 
ANALISIS MENQENAI DAMPAK LINGKUNGA1' HIDUP 

KABUPATElf BARITO TIMUR 

BUPATI BARITO TillUR., 

Menimbang bahwa dengan adanya perubahan nomenkJatur Kedudukan 
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito 
Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito 
Timur tentang Pembentukan Komisi Penilai AnaJisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten ¥..atingan.1 Kabupaten Seruyan1 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1489); 

2. Undang - Undang Nomor 32 T~hl).11 20091 tentang 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059 ) ; 

3. Undan-'l - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerfutah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah 
!~~b~aT! Ne~ara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5589); 
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Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republilc 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai 
dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 233); 

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 408); 

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup ( Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 990); 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penilain Analisis 
Da.mpak Lir1gkl1ngar1 Hidup dai~ Izin Lingkt:.&91gaJ1 {Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 
2013 tentang Tata Laksa.na Penila.ian dan Pemeriksanaan 
Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin 
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1256); 

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dan 
Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 13); 

12. PcrattrraI1 Daer~li Kabupaten Be.rite Timur Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur; 

13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daercill Kabupaten Barito Timur ; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELI MA 

KEENAM 

KETUJUH 

MEM1JTI18K.AJ! : 

Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampa.k 
Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Barito Timur yang 
terdiri da..ri anggota tetap dan tidA l{ tetap dengan susunan 
dan kenggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini. 

Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampa.k Lingkungan 
(AMDAL) Kabupaten Bari.to Timur mempunyai tugas 
memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan 
'; .... ,...1,.,.,",..,...... u;~,,..... i,.t"\..,,.f~ a,,n,,ti r:to.,..;tn 'l';rn11r o,.cn1oi 
.LIUJg.Au..&lf>CU.1 .&J.J.uuy A""l-"«U..0.. ~WJ-"'U .LJC.U &\.U ... U..&&"""' ~U\A.C...U 

kewenangannya berdasarkan basil pcnilaian terhadap 
kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL. 

Setiap anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampa.k 
Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Barito Timur 
mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan 
dari instansi/ organisasi/ masyarakat yang diwakilinya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Barito Timur 
dibantu oleh Tim Teknis dtin Sekretru'iat Komisi Penilai 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Bari.to 
Timur yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan oleh 
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan 
t\!~.~mya wajib memperhatikan Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan 
Peraturan Menteri nega.ra Lingkungan Hidup Nomor 08 
Tahun 2013 tentang Tata La.ksana Penilaian dan 
Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta 
Penerbitan lzin Lingkungan, selama Peraturan tersebut 
masih tida.k bertentangan atau belum diganti dengan 
Peraturw1 ya.Ilg b~-u berdasar~91 Peratura.11 Pemerintah. 

Jasa Penilaian Dokumen AMDAL yang dilakukan Oleh 
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (AMDAL) Kabupaten Bari.to Timur dan Tim Teknis 
dibebankan kepada Pemrakarsa sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana 
Penilaian dan Pemeriksanaan Dokwnen Lingkungan Hidup 
Serta Penerbitan Izin Lingkungan. 

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati 
Barito Timur Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 
tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Kabupaten Bari.to Timur clinyata.kan 
tidak berlaku lagi 
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~U~LIU'l\J~ .l\.C::lJUlU:SCU! oupctu uu 111 1 .. ucu '"""' , ...... .., 1-'.......... ~·~~ 

ditetapkan. 

Temb!l!&Jl disampaikan kcpada Yth : 

Ditetapkan di Tamiang Layang 
pada tanggal ~I JULI 2017 

BUPATI BARITO TDIUR, 

l. Gubemur Kalimantan Tcngah di Palangka Raya (sebagai laporan). 
2. Kctua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamia.ng Layang. 
3. Kcpala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Re.Ya. 
4. Kctua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampe.k Llngkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Kalimantan 

Tengah di Palangka ~ 
5. Kepala Dinas Lingkunpn Hidup Kabupateo Banco Timur di Tamia.ng layang 
6. Kepala Dinas/ Sadan/ Kantor/ Lembaga/ Umt Satuan Kerja di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 

Qo...;•"" T;~'IU" 
UCl.t"\AI IUUW...I 

7. Masing-masingyang bersangkutan. 
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Ll\.Mt"ltu\1'4 .l\.J!,t"U1U.::>tu'4 our.M.11 D~JV !U\tJV1' 

NO. 

l 
1. 

2 . 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

KABUPATEN BARITO TIMUR 
NO MOR : 1 2. 0 TAHVN 2017 
TANGGAL : ~l JUl.\ 2017 
TENT ANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS 

MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

T&D&M&V 9'&Y 

JABATAN POKOK • 
2 3 

Bupati Barito Timur Pembina 

Waldl Bupati Barito Timur Pengarah 

Sckrctaria Daerah Penanggung Jawab 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ke tu a 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Bidang Tata Lingkungan Sckrctaris 
pa.da Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten merangkap Anggota Tetap 
Barito Timur 

Asisten I.II dan Ill Sckrctariat Daerah An.ggota Tetap 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Anggota Tetap 
Ruang 
Kabupaten Barito Timur 

Kepa]a Dinas Perdagangan Anggota Tetap 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Keschatan Anggota Tetap 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Anggota Tetap 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Pertanian Anf.gota Tetap 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Anggota Tetap 
Kabupa.ten Barito Timur 

Kepala Dinas Perhubungan Anggota Tetap 
Kabupaten Barito Timur 

Keoala Dinas Tenaga Kerja 
d~ Transm.ignlsi 

Anggota Tetap 

Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Pemberdayaan Anggota Tetap 
Masyarakat Desa 
Kabupaten Barito Timur 

Kepala Dinas Perikanan Anggota Tetap l Kabupaten Barito Timur 
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I 11~· 1 
JABATAN POKOK 

2 - -

17. Kodim 102 BIK/Perwira Penghubung 
Kabupaten Barito Timur 

18. Kepala Kepolisian Resort 
Tamiang Layang 
Kabupaten Barito Timur 

19. Kepala Balai Besar Teknilc Kesehatan 
Llngkungan dan Pengendalian Penyakit 
Banjarba.ru 

20. Kepala Bagjan Hukum 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Barito Timur 

21. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan 
Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Barito Timur 

22. Kepala Bidang Pen gendalian Pencemaran 
dan Keruaakan Lingkungan 
Pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Barito Timur 

23. Kepala Bidang Pena.at.an Hukum 
Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 
Hidup p::.de. Dine~ Lin~ngan Hidup 
Kabupaten Barito Timur 

24. Camat se-Kabupaten Barito Timur 

25. Wakil dan unsur organisasi lingkungan 
hidup sesuai dengan bidang usaha dan 
kegiatan yang dikaji 

26. Pa.kar atau tenaga ah1i yang mengetahui 
dampak kegiatan Bersangkutan 

27. Warga masyarakat yang terkena dampak 

c 

'9ADA .l.AnU~ 

KOMISI PENILAI 
3 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tidak Tetap 

Anggota Tidak Tetap 

Anggota Tetap 

Anggota Tetap 

BUPATI BARITO ~ 

ME BAS 
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ti' 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Alamat: Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 5,5 Simpang Badung 

Tamiang Layang 73611 

KE.t"uTUSAN 
KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARITO TIMUR 

NOMOR 660/~/ /KOM-AMDAL/ 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI 
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 660/9/ KOM-AMDAL/2017 TENTANG 

SUSUNAN KEANGGOTMN TIM TEKNIS DAN AHLI 
KOMISI PENILAI ANALISJS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BARJTO TIMUR 

KETUA KOMCSI PEN1LAI ANAL18i8 MENGENAI DAM.PAK LiNGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Barito 
Timur Nomor 220 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 
tcntang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mcngenai 
Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, telah 

Mengingat 

-1 ~ t,.. __ .__ , _ -·· - ··--- 1 ... ""' ____ .,._,..._ 'l'\;'"'"' 'T'ol,n;o '401""'1 Ahl; 
UJ Ut::IlLUK :su:su11c1..u l\..CC:U.J.f!)lSV\..Cl..CUJ. .1. u.u. .1. "'~ ·""·~ "" ...... u _ " ..... ...... 

Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Linglrungan 
Hidup Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 
selaku Ketua Kornisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur melalui 
Keputusan Nomor 660/9/ KOM-AMDAL/ 2017 tanggal 14 
Agustus 2017 ; 

b. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas 
penyelenggaraan Tim Teknis dan Ahli Komisi Penilai 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten 
Barito Timur, maka dipandang perlu melakukan revisi 
terhadap surat keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito 
Timur Nomor 660/ 9/KOM-AMDAL/2017 tanggal 14 
Agustus 201 7 ten tang susunan keanggotaan Tim Teknis 
dan Ahli Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada 
huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu 
menetapkan kembali susunan keanggotaan Tim Teknis 
dan Ahli Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur melalui 
keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya dan Kabupaten Barito Timur ai Kaiirna.rata11 Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1489); 
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2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Notnot 5059 ); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kcdua Atas Ur1dai1g-Ur1do.ng ~~cmor 23 Tatn.m tcntang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
!ndonesia T~~u..11 2007 Nomor 48, Tambahan L.embara.11. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

o. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hid.up Nomor lS 
Tahun 2010 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi 
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 233); 

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 408); 

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2012 ten tang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 990); 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nemer 17 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penilain Analisis 
Dampak Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 
2013 ten tang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan 
Dolrumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin 
Lingkungan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1256); 

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat dan 
Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Timur(Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito TimurTahun 2016 Nomor 31); 
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Menetapkan 

KESATU 

KE DUA 

~ll"l'Tt':!. A 
~.&£""'4'& 

KEEMPAT 

13 Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi Serta Tala Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Timur ; 

14. Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 220 Tahun 2017 
tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten 
Barito Timur. 

MEMUTUSKAN : 

Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
LL11glmngan Hidup Kabupaten Barito Timur tentang susunan 
keanggotaan Tim Teknis dan Ahli Komisi Penilai Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, 
dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud 
dalam lampiran keputusan ini. 

Tim Teknis dan Ahli Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
Lingkunga.'1 Hidup !<..abupaten Ba_rito Timur rnempunyai tugas: 
antara lain: 
1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas 

KA, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui : 
a. Uji tahap proyek ; 
b. Uji kualitas dokumen ; 
c. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan 

lingkungan atas rencana usaha dan / atau kegiatan 
berdasarkan hasil kajian yang tercatum dalam Andal 
dan RKL-RPL dan kriteria Kelayakan Lingkungan. 

2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL 
kepada Ketua Komisi Penilai Amdal; 

3. Menyampaikan hasil telaahan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan atau/ 
kegiatan dan hal - hal teknis yang harus diperhatikan oleh 
anggota Komisi Penilai amdal dalam memberikan 
rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan; 

Dala.'11 pelaksanaan tugasnya Tin1 Teknis dipimpin oleh Ketua 
Tim Teknis dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Barito Timur selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. 

Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dalam 
melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 
2013 ten tang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan lzin Lingkungan, 
selarna Peraturan tersebut masih tidak bertentangan atau 
belum diganti dengan Peraturan yang baru. 
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KELIMA 

KEEN AM 

KETUJUH 

Jasa Penilaian Dokumen AMDAL yang dilakukan Oleh Komisi 
Penilai Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup (AMDAL) 
Kabupaten Barito Timur dan Tim Teknis dibebankan kepada 
Pemrakarsa sebagaimana yang diatur dalarn pasal 30 ayat (4) 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 
tentang Tata Laksana Penila ian dan Pemeriksaan Dokumen 
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. 

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala 
Sadan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku 
Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan 
Hidup kabupaten Barito Timur Nomor 660/ 9 / KOM-AMDAL/ 
2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Susunan Kenggotaan 
Tim Teknis dan Ahli Komisi Penilai Analisis Mengenai Darnpak 
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dinyaiakan tidak 
berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya 

Ditetapkan di Tamiang Layang 
pada tanggal ~70ktober 2017 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Barito Timur 

Selaku 
~Ketua Komisi Penilai AMDAL, 

.... ~ 

.1J::YAKTO SAWAL, ST, MAP J' 
Pembina Utama Muda(IV / c) 

NIP. 19581025 197903 1 004 

Temb11Hn disampaikan kepada Yth : 
l. Gubemur Kalimanlan Tengah di Palangka Raya. 
2. Kepala Dines Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. 
3. Bupati Kabupaten Barito Timur di Tamiang Ls,yang 
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang. 
5. Kepala BAPPEOA Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang. 
6. Kepala lnspektorat Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang. 
7. Masing-masing yang bersanglrutan. 
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LUIPIRAN I : KEPUTUSA.N KETUA KOlllSI PENILAI ABALISIS llENGENAI DAJIPAK 
LINGK1.11'GAB IDDUP KABtJPATEN BARITO TlllUR 

Ko. 

I 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

'7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

NOMOR : 660/2'1 / KOM-AMDAL/2017 
TANGGAL : ,,_ Oiltober 2017 
TENTANG : PERlJ~AHAN KEPUTUSAN KETUA KOMIS! PENll..AI ANALISIS 

Kama 

2 
YULU HEFIRlANTJ, ST 

JOHNY ORONOAN, S.Pt, MM 

STEPHANUS SEPRIADARMA, ST 

THERISEA NOVIANTI, S. Si, MM 

VERALITA, S.Hut 

PfYA MARILIN, ST 

V1v1N RiHANARA, S.Si 

ERWIN NAZWAR RAHARJO, ST 

RENOT ERAPUTERA, A.Md 

SAPTA APRlANTO, SH 

KRISTINA TRJ HANDAYANI, A.Md 

MISHAEL, SE, S. Pi 

UMER, S. Pd, MM 

MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 
660 /9/KOM-AMDAL/2017 TENT ANO SUSUNAN 
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN AHLI KOMIS! PENil..AI 
ANAUSIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

inaianii I 
"'~-""'''--n.,....... .. 

3 
Dinas Lingkungan -
Hid up 
Kabupaten Barito 
Timur 

Drnas Lingkungan 
Hid up 
Kabupaten Barito -
Timur 

Dinas Lingkungan -
Hid up 
Kabupaten Barito 
Timur 

Dinas Lingkungan -
Hid up 
Kabupaten Barito 
Timur 

Dinas Linglcungan -
Hid up 
Kabupaten Barito 
Timur 

Dinas Lingkungan -
Hid up 
Kabupaten Barito 
Timur 

Dinus Lingk ... ,..ingan . 
H1dup 
Kabupatcn Barito 
Timur 

Dinas Linglcungan -
Hid up 
Kabupaten Barito 
Timur 

Dinas Lingkungan -
Hid up 
Kabupatcn Barito 
Timur 

Dinas Lingkungan Ahli Bidang 
Hid up Lingkungan 
Kabupaten Barito 
Timur 

Dinas Lingkungan Ahli Kimia 
H1dup 
Kabupaten Barito 
Timur 

Sekn:tariat Ahli Ekonomi 
Dae rah 
Kabupatcn Barito 
Timur 

Bad an Ahli Bidang 
Kcpegawaian Dan Biologi 
Pengernbangan 
SOM 
Kabupatcn Barito 
Timur 

I 

Bertlflbt 
Amdal 
Yaq 

DlmJllld 
... 

TjpeA, B 
dan C 

TipeA 

TipeA 
dan C 

TipeA 
clan C 

TipeA 
danC 

Tipe B 
danC 

T1f"'W9 A . ............ 
danC 

TipeC 

Tipc A 
dan B 

-

TipeA 

TipeA 
dan C 

-

Jabe.tan DaJam 
.......... -....:.;;.;..:.:.: ~- . 

Ahli 

s 
Ketua 

Anggora 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

J'._11ggoIB 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 
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Sertlflkat Jabatan Dalam 
' ' Aiiiii.i.i 

No. Na.ma Inatanai Keahlian 
Yang 

Tim Telulla dan 

Dfmililri Ahli 

1 2 3 4 5 
14. LILIS SAPTUNI, S. Pd Din as Ahli Bidang - Anggota 

Kependudukan Fisika 
dan Pencatatan 
Sipil 
Kabupaten Barito 
Timur 

15. BODI SANTOSO, S.Hut Sekretariat Ahli Bidang - Anggota 
Dae rah Kehutanan 
Kabupaten Barito 
Timur 

16. SORITUA, SE Din as Ahli Bidang TipeA Anggota 
Perhubungan Perhubungan 
Kabupaten Barito 
Timur 

17. PATT BUDIMAN Bad an Ahli Sosial TipeA Anggota 
AND.JAB, S.IP, MM Kepegawaian Dan Buda ya 

Pcngembangan 
SOM 
Kabupaten Barito 
Timur 

18. AHMAD YANI, ST Dinas Pekerjaan Ahli Tata - Anggota 
Umumdan Ruang 
Penataan Ruang 
Kabupaten Barito 
Timur 

19. UNTUNG SUHAR!, SKM Dinas Kesehatan Ahli - Anggota 
Kabupaten Barito Kesehatan 
Timur Masyarakat 

20. MUHAMMAD RAFIE, ST Dinas Lingkungan Ahli Bidang - Anggota 
Hid up Pertambangan 
Kabupalen Barito 
Timur 

21. ROY PRJHATENTA, ST Dinas Lingkungan Ahli Pemetaan - Anggota 
Hidup 
Kabupaten Barito 
Timur 

".5epala Dinas Lingkungan Hidup 
vo Kabupaten Barito Timur 

Selaku 
Ketua Komisi Penilai AMDAL, 

-----..,..-
U: YANTO SAWAL, ST, MAP r 

P1>mhin<1 Tlh•m<> Mnrl<1ITV/r\ ,. .., .......... _....., .. _ - ... ..._ ...... -. ....... ----\••I ..... , 

NIP. 19581025 197903 1 004 
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR 
NOMOR : 660/ !l.'-f / KOM-AMDAL/2017 
TAN GOAL : ~kto'ber 2017 
TENT~_"'fG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI 

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 
NOMOR 660/9/KOM-AMDAL/2017 TENTANG SUSUNAN 
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN AHLI KOMISI PENILAI 
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HJDUP 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

URAIAN TUGAS 
Tllli TE~lS Kuiil~i FEnll.Ai 

ANALISIS MERGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN BARITO TIMUR 

1. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 08 Tahun 2013 Ten tang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen 
Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingungan Pasal 5 ayat (3) terdi.ri atas: 
a. Ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris komisi penilai 

Amdal; dan 
b. anggotanya yang terdi.ri dari : 

1. Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan yang 
bersangkutan; 

2. Ahli di bidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup; dan 
3. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan 

dampak lingkungan dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. 

2. Tim Teknis bertugas membantu Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Barito Timur 
dalam penilaian aspek teknis dan kualitas dokumen Amdal. 

3. Tim Teknis menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu dokumen KA, Andal, 
RKL, dan RPL beserta perbaikannya melalui : 
- Uji tahap proyek, meliputi: 

Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan dengan rencana tata ruang 
yang berlaku; 
Kesesuaian rencana usaha dan/ atau kegiatan dengan persyaratan lain sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan; 
Tahapan rencana usaha dan/ atau kegiatan pada saat studi Amdal disusun. 

- Uji kualitas dokumen 
- Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas, rencana usaha 

dan /a tau kegiatan berdasarkan basil kajian yang tercatum dalam Anda! dan RKL­
RPL dan krtiteria Kelayakan Lingkungan. 

4. Menyampai.kan hasil penifaian KA, Andal dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai 
Amdal. 

5. Menyampaikan basil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 
rencana usaha dan / atau kegiatan dan hal - hal teknis yang harus diperhatikan 
anggota Komisi Penilai Amdal dalarn memberikan rekomendasi kelayakan atau 
ketidaklayakan 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupatcn Barito Timur 

Selaku 
Ketua Komisi Penilai AMDAL, 

~ 

YANTO SAWAL, ST, MAP 
Pembina Utama Muda (lV/c) 
NIP. 19581025 197903 1 004 
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Lampiran 8. Foto-foto Dokumentasi Wawancara 

Foto pada saat wawancara dengan informan dari PT. Senamas Energindo Mineral 
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Foto pada saat wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur 

Foto pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan 
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Foto pada saat wawancara dengan Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 

Foto pada saat wawancara dengan Petugas/Staf di Seksi Kajian Dampak Lingkungan 
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Foto Dokumentasi bersama Tim Tekn.is survei clan verifikasi data rencana usaha dalam 

Dokumen AMDAL PT. Ketapang Subur Lestari pada Tanggal 18 Oktober 2018. 

Foto Dokumentasi pada saat proses pembahasan Dokumen AMDAL dengan masyarakat 
c::C'l:it~r lnl-~c::i 11 c::~h~/1:-"ai~t~n PT K l"t~n~no S:11h11r T l"c::t~ri n~rh T~noo~I ?(., Ol-tnhrr ? 01 R ----·-- ----··-- ··-·-·---· :::--··-- - -· -----~---= --·-- ---··-- :------ ---·::::::::·- -- ---·--·- ----
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Foto Dokumentasi Salah Satu Proses Pengurusan Dokumen AMDAL PT.KSL (Rapat 

Pembahasan Awal dengan Tim Teknis) 
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Lampiran 9. Daftar Istilah 

DAFT AR ISTILAH 

1. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberik:an kepada setiap orang yang 
melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ebagai 
prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/ atau kegiatan. 

2. AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian 

mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan 
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 

3. KP A adalah Komisi Penilai AMDAL, yaitu Komisi yang dibentuk oleh 
Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan 

memiliki lisensi untuk menilai dokumen AMDAL. 
4. UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup, yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap 
Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan. 
5. RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Upaya penangan 

dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana 
usaha dan/ atau kegiatan. 

6. RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yaitu Upaya 

pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari 
rencana usaha dan/ atau kegiatan. 

7. Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat 
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan 
dampak terhadap lingkungan hidup. 

8. KA adalah Kerangka Acuan yaitu ruang lingkup kajian analisis dampak 
lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. 

9. ANDAL adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yaitu telaahan secara 
cermat dan mendalam ten tang dampak pen ting suatu rencana U saha dan/ atau 
Kegiatan. 

10. DELH adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yaitu dokumen yang 
memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan 
h::ig1<>n rh..i pu::il11::id nrnc:Pc: nPngelola::in rl::in nPm::int::i11::in linolr11no::in hirl11n 
VW. .t.i.4..1..£ "'4'4.&. &_ - ~ ~.&Y-WV&. ya.vo..1-o..) J-'-j&. 4 Ui.i.4.&. ...._ ............ .t'""'.&..l..&"4.&.-&\."4 .... ~.t. l.UA~,......._.&f)'-U.& .~ ...... wy 

yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah merniliki Izin Usaha 
dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen AMDAL. 
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11. DPLH adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dokumen 
yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah 
memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. 

12. SKKL adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah 
keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana 

Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu U saha 

dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 
14. Pemrakarsa adalah setiap orang a tau instansi pemerintah yang bertanggung 

jawb atas suatu usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. 
15. Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 

teknis untuk melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan. 
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